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ABSTRAK 
CHOIRIDINA DAMAZNI CHANIAGO. E 1106102.TINJAUAN YURIDIS 
PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DALAM 
RANGKA GOOD LOCAL GOVERNANCE DI PEMERINTAH KOTA 
SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Penulisan 
Hukum (SKRIPSI). 2010. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pendapatan Asli Daerah menurun 
yang juga menimpa KPPT sebagai pelaku kegiatan pelayanan publik di 
Pemerintah Kota Surakarta. Pendapatan Asli Daerah sebagai sarana penghimpun 
dana dari masyarakat bukanlah kegiatan tanpa resiko, hal ini telah terbukti dengan 
adanya beberapa kasus akibat missmanagement atau sering disebut dengan mal-
administrasi belum lama ini. 
 Missmanagement dalam hal ini salah satunya adalah karena lemahnya 
penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Local Governance) 
menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan PAD. Permasalahan utama 
yang. ingin dijawab dalam penelitian ini adalah Sejauh mana penerapan 
PerMenDag Nomor 46 Tahun 2009 tentang Restribusi,dll dan Perda Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat daerah Kota Surakarta 
dapat mendorong terwujudnya Good Local Governance di Pemerintah Kota 
Surakarta..  
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, suatu metode 
yang dalam menjelaskan suatu masalah dengan uraian-uraian menggunakan 
pendekatan atau berdasarkan aturan hukum yang ada, penelitian terhadap asas 
hukum yang terkait dengan penelitian ini dan mengimplementasikan nilai-nilai 
yang terkandung dalam prinsip Good Local Governance. Hasil penelitian ini 
menunjukkan, bahwa pada dasamya materi di dalam kedua peraturan ini secara 
yuridis, telah mengatur secara ideal bagaimana penerbitan SIUP seharusnya 
dilakukan. Meskipun tidak secara mendetail, prinsip Good Local Governance  
tercantum dalam kedua peraturan ini namun materinya secara konsepsional telah 
mengarah kepada terwujudnya prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik. 
Kemudian yang kedua, pada dasamya KPPT ini telah berupaya untuk melakukan 
pelayanan publik berdasarkan prinsip Good Local Governance. Hal ini dibuktikan 
dengan upaya KPPT untuk mengatasi dan menyelesaikan hambatan-hambatan 
saat memberi pelayanan publik sesuai dengan koridor hukum yang ada.  
 




























































Undang-Undang dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara wajib 
melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya 
dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur 
pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut 
pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih 
belum seperti yang diharapkan. 
Penyelenggaraan tata kepemerintahan daerah yang baik (good local 
governance) akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktifitas 
perekonomian dan pengusaha swasta untuk menciptakan produksi barang dan jasa. 
Dengan demikian kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dengan baik, sebaliknya 
sistem pemerintahan yang buruk akan menyuburkan Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (KKN) serta menghambat pelayanan publik terhadap masyarakat 
(misal penerbitan SIUP untuk pengusaha swasta) yang berdampak pada 
kehancuran ekonomi dan meningkatnya pengangguran.  
Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang tinggi dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, begitu juga di dalam sektor 
perdagangan. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut diperlukan adanya 
kerjasama yang solid antara pemerintah dengan para pengusaha swasta lokal 
maupun swasta non lokal. Pemerintah dengan para pengusaha tersebut harus 
saling mendukung, kondisi ini akan sangat mendukung terwujudnya 
pembangunan perekonomian khususnya dan pembangunan nasional pada 
umumnya. Bentuk perhatian ataupun dukungan dari pemerintah selaku pemberi 
dan pembuat kebijakan adalah pemberian kemudahan mendirikan perusahaan, 
memberikan keringanan dalam penetapan besarnya pajak, memberikan keamanan 
dan kenyamanan dalam kegiatan usaha dan sebagainya. Sehingga akan 
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 Keuntungan dari kerjasama yang baik antara pemerintah daerah  dengan 
pengusaha juga dapat dirasakan oleh pemerintah daerah, yaitu dapat 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pemerintah akan 
mendapatkan penerimaan pajak serta restribusi dari para pengusaha yang 
mendirikan usaha. Dan keuntungan yang dirasakan para pengusaha, yaitu para 
pengusaha bisa melakukan kegiatan usaha secara aman karena sudah dilindungi 
oleh hukum dan sistem pemerintah daerah yang baik, selain itu pengusaha juga 
mendapatkan laba dari usahanya tersebut. Dengan demikian, apabila kerjasama 
antara pemerintah dengan para pengusaha bisa terselenggara dengan baik, maka 
kebutuhan masyarakat akan tercukupi dengan baik dan mudah didapatkan, tingkat 
konsumsi masyarakat akan meningkat, memberikan peluang usaha bagi 
masyarakat, membuka kesempatan kerja yang luas dan akhirnya akan 
memberikan dampak positif pula bagi pembangunan yaitu  kesejahteraan 
masyarakat semakin meningkat.  
Salah satu bentuk campur tangan pemerintah daerah sebagai alat 
administrasi negara adalah membentuk ketetapan atau keputusan.Bentuk 
ketetapan atau keputusan yang berkaitan dengan perdagangan adalah berupa 
perizinan.Di dalam suatu perusahaan dagang, salah satu kewajiban para pelaku 
usaha adalah harus mempunyai SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).Surat Izin 
Usaha Perdagangan wajib dimiliki oleh para pelaku usaha perdagangan karena 
sebagai bukti legalitas atas perusahaannya dalam melakukan segala kegiatan 
usahanya. Dengan adanya  SIUP ini para pengusaha akan lebih leluasa dan tenang 
dalam menjalankan usahanya karena sudah dilindungi oleh hukum dan sudah 
diakui oleh pemerintah. SIUP dimaksudkan sebagai sumber informasi resmi dari 
suatu perusahaan perdagangan baik mengenai identitas pendirinya, jenis usahanya, 
ruang lingkup kegiatannya dan tempat pendirian perusahaannya. Dengan adanya 
SIUP tersebut akan dapat didata dan dinilai oleh pemerintah mengenai 
pertumbuhan perekonomian daerahnya serta mempermudah pemerintah dalam 
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Dalam Pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan 
kebebasan untuk mengelola dan mengolah potensi daerahnya masing-masing 
dengan tujuan memajukan daerah dan mengembangkan daerah baik dari sektor 
perdagangan, budaya, pariwisata, pendidikan, ekonomi dan lain-lain agar warga 
masyarakat dapat hidup lebih sejahtera.Pengusaha swasta dalam hal ini yang 
bergerak dalam bidang industri dan perdagangan sangat besar peranannya dalam 
memajukan perekonomian daerah.Demikian pula pemerintah kota Surakarta yang 
juga merupakan daerah otonom. Pemerintah kota Surakarta memiliki visi : 
Terwujudnya kota Solo sebagai kota yang berbudaya yang bertumpu pada potensi 
perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata dan olahraga (Perda No. 10 Tahun 
2001). Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian kota Surakarta 
salah satunya dioptimalkan  pada sektor perdagangan, dengan demikian salah satu 
usaha pemerintah dalam meningkatkan perdagangan adalah memberikan fasilitas 
kemudahan dalam penerbitan izin kegiatan usaha perdagangan (SIUP) serta 
meningkatkan fasilitas – fasilitas lainnya yang mendukung bagi para pengusaha 
dagang. Kebijakan tentang kewajiban suatu perusahaan untuk memiliki SIUP 
merupakan implementasi dari kewenangan pemerintah daerah Surakarta. 
 Kewajiban suatu perusahaan untuk mendapatkan SIUP didasarkan pada 
ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang 
Wajib Daftar Perusahaan dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan No. 289/MPP/Kep/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat 
Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pemerintah daerah kota Surakarta juga memiliki 
peraturan daerah sendiri mengenai Izin Usaha Perdagangan yaitu Peraturan 
Daerah No. 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, 
dan Tanda Daftar Gudang, selain itu juga ada Keputusan Walikota Surakarta No. 
12 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 9 Tahun 2003. Pelaksana kewenangan dari Peraturan Daerah tersebut 
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota 
Surakarta, tetapi mulai tanggal 8 Desember 2005  yang melaksanakan 
kewenangan penerbitan SIUP adalah Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota 
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6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kota 
Surakarta pada Bab VIII pasal 60 dan pasal 61. Bentuk pelayanan publik dalam 
masalah perizinan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
(KPPT) Pemerintah Kota Surakarta. Untuk itu penulis akan mengadakan 
penelitian dengan judul “ Tinjauan Yuridis Penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP) dalam rangka Good Local Governance di Pemerintah Kota 
Surakarta”. KPPT akan dijadikan objek penelitian, karena Kantor tersebut 
merupakan lembaga struktural yang diberi kewenangan oleh Walikota Kota 
Surakarta untuk mengurusi masalah perijinan dalam hal kegiatan usaha, baik 
industri, perdagangan maupun jasa. Dalam pelaksanaan proses penerbitan SIUP 
tersebut memiliki prosedur dan mekanisme tertentu yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Kota Surakarta.  
 
B.  Perumusan Masalah 
1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP) oleh KPPT di Pemerintah Kota Surakarta ? 
2. Bagaimana penyelenggaraan tata kepemerintahan daerah yang baik (Good 
Local Governance)dalam penerbitan SIUP di Pemerintah Kota Surakarta ?  
3. Faktor hambatan apa saja dan bagaimana solusinya yang dihadapi KPPT 
dalam penerbitan SIUP dalam rangka  Good Local Governance di 
Pemerintah Kota Surakarta ?  
 
C. Tujuan Penelitian 
       Tujuan penelitian yang hendak dicapai ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Objektif 
a. Mengetahui Tinjauan Yuridis Penerbitan Surat Ijin Usaha 
Perdagangan (SIUP) oleh KPPT di Pemerintah Kota Surakarta. 
b. Mengetahui penyelenggaraan tata kepemerintahan daerah yang baik 
(Good Local Governance) yang dilakukan KPPTdalam penerbitan 
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c. Mengetahui faktor hambatan apa saja dan bagaimana solusinya yang 
dihadapi KPPT dalam penerbitan SIUP dalam rangka Good Local 
Governance Pemerintah Kota Surakarta terhadap peningkatan 
pelayanan masyarakat. 
 
2. Tujuan  Subjektif 
a. Menambah pengetahuan peneliti di bidang Hukum Administrasi 
Negara dalam mengatur pelayanan publik menuju terbentuknya tata 
kepemerintahan daerah yang baik, yang bebas dari tirani birokrasi, 
korupsi, kolusi dan nepotisme. 
b. Melatih kemampuan peneliti dalam menerapkan teori Ilmu Hukum 
didapat selama perkuliahan guna menganalisis permasalahan-
permasalahan yang muncul dalam penerbitan SIUP oleh KPPT 
Pemerintah Kota Surakarta. 
c. Melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat Sarjana dalam 
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
D.   Manfaat Penelitian 
       Manfaat penelitian yang penulis harapkan ini antara lain: 
        1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat pada 
pengembangan Ilmu pengetahuan di Bidang Ilmu Hukum pada 
umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya; 
b. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya referensi dan 
literatur dalam dunia kepustakaan tentang penyelenggaraan tata 
kepemerintahan daerah yang baik yang dilakukan Pemerintah Kota 
Surakarta; 
c. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat sebagai acuan terhadap 
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2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipakai sebagai bahan 
pertimbangan dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam 
menentukan peningkatan pelayanan publik dalam rangka 
penyelenggaraan tata kepemerintahan daerah yang baik; 
b. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu memberikan 
pemahaman kepada pihak-pihak terkait (pemerintah daerah) yang 
senang atau tertarik terhadap pelayanan publik.  
 
E. Metode Penelitian 
Agar diperoleh keterangan yang lengkap, sistematis, dan dapat 
dipertanggungjawabkan, maka dalam suatu penelitian diperlukan metode 
pendekatan guna pembahasan masalah yang terfokus dan penelitian yang terarah 
pada pokok permasalahannya. Pada penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan non-doktrinal yang bersifat kualitatif.  
Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan 
disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan 
menginterprestasi fakta serta hubungan di lapangan  hukum dan di lapangan lain-
lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang 
diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara 
ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut Zainuddin Ali 
(2010:18). Beberapa pengertian metode penelitian menurut  Zainuddin Ali adalah 
sebagai berikut:      
1. logika dari penelitian ilmiah, 
2. studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan 
3. suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian, Zainuddin Ali 
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Adapun metodologi memiliki peranan dalam penelitian dan pengembangan ilmu 
pengetahuan, yaitu: 
1. Menambah kemampuan pada ilmuwan untuk mengadakan atau 
melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lengkap; 
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti 
yang belum diketahui dan mengadakan penelitian antar 
interdisipliner. 
 
Dalam penelitian atau penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode 
penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, penelitian ini merupakan jenis 
penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Deskriptif artinya penelitian yang 
bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-
kejadian. Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang 
membahas bagaimana hukum berguna dalam masyarakat. Faktor-faktor yang 
dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu : 
(1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; 
(2) petugas/penegak hukum; 
(3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; 
(4) kesadaran masyarakat, Zainuddin Ali (2010:31).        
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di Pemerintah Kota Surakarta lebih 
khusus di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Surakarta dan dinas 
lainnya yang terkait dengan penelitian. 
3. Jenis Data dan Sumber Data 
                Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 
2 (dua) jenis, yaitu: 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, bisa 
melalui wawancara dan atau survey di lapangan. Terkait dengan 
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1. Pejabat atau PNS yang bertugas di Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu (KPPT) Kota Surakarta dan dinas lainnya yang terkait 
dengan pelayanan publik. 
2. Masyarakat yang memanfaatkan pelayanan publik di Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Surakarta. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang digunakan untuk mendukung  dan 
melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. 
Menurut Zainuddin Ali di dalam penelitian hukum data sekunder dapat 
digolongkan menjadi  3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya,  
                 yaitu :  
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang menjadi dasar 
pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan 
Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pelimpahan 
sebagian Kewenangan Walikota kepada Koordinator Unit Pelayanan 
Terpadu Kota Surakarta; Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No.24 tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap; 
Permendagri No.20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata 
Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; Perda Kota 
Surakarta No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kota Surakarta;Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M-PAN/7/2003 Tentang Pelayanan 
Publik dan  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor : 25/KEP/M-PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum 
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat  Unit Pelayanan  Instansi 
Pemerintah; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI 
No.289/MPP/Kep/10/2001 tentang Pedoman  Standar Pemberian 
Surat Izin Usaha Perdagangan; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 
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Daftar Gudang; Keputusan Menteri Perdagangan RI No.36/M-
DAG/Kep/10/2009 tentang Pedoman Standar Pemberian Surat Izin 
Usaha Perdagangan. 
2. Bahan hukum sekunder, yaitu yang menjadikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian, dan 
sebagainya yang mendukung penelitian ini.  
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 
Misalnya: kamus, ensiklopedia (Zaenuddin Ali, 2010:24).  
 
F. Teknik Pengumpulan Data 
               Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3(tiga) 
cara sebagai berikut : 
      1. Wawancara  
           Moleong (2004:135) mendefinisikan wawancara sebagai suatu            
pembicaraan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. 
Pembicaraan dilakukan oleh dua pihak yakni orang yang mengajukan 
pertanyaan/ pewawancara dan orang yang diwawancarai. Metode 
wawancara digunakan sebagai metode utama dalam penggalian data 
sedangkan metode pendukungnya adalah observasi. Wawancara yang 
dilakukan adalah wawancara semistruktural, yaitu wawancara yang 
dilakukan dengan menggunakan pedoman umum, tetapi dapat 
dikembangkan sesuai dengan kondisi saat wawancara berlangsung. 
Dengan teknik tersebut peneliti mengharapkan wawancara berlangsung 
luwes, arahnya bisa lebih terbuka, percakapan tidak membuat jenuh kedua 
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        2. Observasi  
        Observasi merupakan kegiatan untuk mendeskripsikan latar/ setting 
yang diteliti, aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam 
aktivitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat 
dalam kejadian yang diamati tersebut. Observasi dilakukan dengan dua 
cara yaitu bersamaan dengan wawancara untuk mengamati bagaimana 
respon langsung subjek dari masyarakat dalam menanggapi pelayanan 
sehingga lebih menggambarkan perasaan subjek saat itu, juga diamati 
pada saat subjek menjalani aktivitas kesehariannya baik di KPPT Kota 
Surakarta. Hal ini bertujuan untuk melihat kondisi asli interaksi subjek 
(petugas KPPT) dengan masyarakat (pemohon SIUP).  
       3. Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara      
membaca buku, jurnal, makalah hasil penelitian terdahulu, peraturan    
perundang-undangan, Peraturan Walikota Surakarta yang berhubungan 
dengan objek penelitian. 
 
G. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan 
data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 
hipotesis kerja yang diterangkan oleh data,menurut Moleong (2006:280).Tujuan 
analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah 
dibaca dan diinterpretasikan. Tahap ini berguna dalam mencari jawaban dari 
seluruh permasalahan yang diteliti. Model yang digunakan untuk menganalisis 
data adalah model analisis interaktif. Data yang terkumpul di analisa kedalam 3 
(tiga) tahap, yaiti: mereduksi/pengolahan data, penyajian data, dan menarik 
kesimpulan atau verifikasi data sebagai suatu jalinan yang saling terkait dan 
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Model proses siklus antara tahap-tahap tersebut, dapat dilihat pada Bagan 










Gambar 2 : Skema Model Analisis Interaktif 
 
 
H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 
Penulisan skripsi ini dilakukan dengan membagi 4 Bab, dengan 
sistematika sebagai berikut: 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini terdiri dari Sub Bab latar belakang dilakukannya penelitian, 
perumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, dan metode penelitian 
yang terbagi atas spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik 
pengumpulan data dan metode analisis data. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada Bab ini akan mengkaji tentang tinjauan teoritis terhadap pelayanan 
publik oleh birokrasi kepada masyarakat, Pemerintah daerah sebagai birokrasi 
pelaksana pemerintahan di daerah, tinjauan tentang SIUP, tinjauan tentang Tata 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yang 
sebelumnya dibahas Kondisi Umum dan Pemerintahan Kota Surakarta, yang 
merupakan instansi yang bertugas memberikan pelayanan SIUP kepada 
masyarakat, pembahasan, Standar pelayanan penerbitan SIUP oleh KPPT sebagai 
bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka penyelenggaaan 
tata kepemerintahan daerah yang baik. Dan perbaikan (peningkatan) kualitas 
pelayanan SIUP yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Selanjutnya 
adalah mengungkap faktor-faktor penghambat dan solusi pemecahannya fungsi 
pelayanan KPPT dalam penerbitan SIUP di Pemerintahan Kota Surakarta. 
 
BAB IV PENUTUP 
Dalam Bab ini akan disampaikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 
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A. Kerangka Teori  
1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan 
Kerangka berpikir yang dibangun dalam penelitian ini tentu harus 
dilandasi oleh teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan sekaligus 
sebagai batasan terhadap variabel-variabel yang diteliti. Tinjauan Teori adalah 
analisis deskriptif terhadap berbagai teori dan konsep-konsep kunci, yang 
berhubungan langsung dengan fokus permasalahan.  
      Agar dapat memberikan arah ke dalam suatu definisi operasional yang akan 
digunakan sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini maka penulis akan 
mengkaji berbagai teori, konsep yang diperoleh dari pendapat beberapa pakar, 
tentang  pelayanan perizinan, tata pemerintahan daerah yang baik (good local 
governance). 
       Dalam proses demokratisasi, good local governance sering mengilhami para 
aktivis untuk mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik akan memberikan 
ruang partisipasi bagi pihak di luar pemerintah, sehingga ada pembagian peran 
dan kekuasaan yang seimbang antar negara, masyarakat sipil, dan mekanisme 
pasar. Adanya pembagian peran yang seimbang dan saling melengkapi antar 
ketiga unsur tersebut, bukan hanya memungkinkan terciptanya checkand balance, 
tetapi juga menghasilkan sinergi antar ketiganya dalam mewujudkan 
kesejahteraan rakyat. 
Secara umum ada beberapa karakteristik yang melekat dalam praktik 
goodlocal governance, yaitu : 
a. Pertama, praktik good local governance harus memberi ruang kepada 
pihak di luar pemerintah untuk berperan secara optimal sehingga 
memungkinkan adanya sinergi di antara mereka. 
b. Kedua, dalam praktik good local governance terkandung nilai-nilai yang 
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mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, 
dan daya tanggap menjadi nilai yang penting. 
c. Ketiga, praktik good local governance adalah praktik pemerintahan yang 
bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik. 
Karena itu, praktik pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan 
transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik. 
Menerapkan praktek good local governance dapat dilakukan secara 
bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme 
pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan good local governance di 
Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. 
Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis 
untuk memulai menerapkan good local governance, antara lain: 
a. Pertama, pelayanan publik selama ini menjadi ranah di mana pemerintah 
berinteraksi dengan masyarakat. Ini berarti jika terjadi perubahan yang 
signifikan pada pelayanan publik, dengan sendirinya dapat dirasakan 
manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas. Keberhasilan 
mempraktekkan good local governance pada pelayanan publik mampu 
membangkitkan kepercayaan masyarakat luas bahwa menerapkan 
goodlocal governance bukan hanya sebuah mitos, tetapi menjadi suatu 
kenyataan. 
b. Kedua, pelayanan publik adalah ranah di mana berbagai aspek good 
governance dapat diartikulasikan secara lebih mudah. Nilai-nilai yang 
selama ini mencirikan praktik good local governance seperti efisien, non 
diskriminatif, dan berkeadilan, berdaya tanggap, dan memiliki 
akuntabilitas tinggi dapat dengan mudah dikembangkan parameternya 
dalam ranah pelayanan publik. 
c. Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua pihak, 
pemerintah mewakili negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar, yang 
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Dengan memulai perubahan pada bidang yang dapat secara langsung 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sipil dan para pelaku pasar, upaya 
melaksanakan good local governance akan memperoleh dukungan dari semua 
pemangku kepentingan (stakeholder).  
Dukungan ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan karena 
memasyarakatkan good local governance membutuhkan stamina dan daya tahan 
yang kuat. 
Untuk mewujudkan hal itu, perlu tiga pendekatan yang harus sekaligus dilakukan, 
yaitu: 
a. Pertama, menetapkan dan memasyarakatkan pedoman good local 
governance secara nasional, baik untuk kalangan korporasi maupun publik, 
yang kemudian bisa ditindak lanjuti dengan pedoman sektoral dari 
masing-masing industri atau bidang kegiatan. Pedoman ini merupakan 
suatu rujukan yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, 
dalam kurun waktu tertentu perlu dilakukan penyesuaian. 
b. Kedua, perlu dilakukan penyuluhan, konsultasi, dan pendampingan bagi 
perusahaan maupun kantor pemerintah yang bermaksud untuk 
mengimplementasikan good local governance, dengan melakukan 
kegiatan selfassessment, kemudian memasang rambu-rambu pada tiap 
perusahaan atau instansi pemerintah. 
c. Ketiga, memperbanyak agen-agen perubah dengan mengembangkan 
semacam sertifikasi bagi direktur dan komisaris pada perusahaan serta 
bagi pejabat publik. 
 
2. Tinjauan Asas-asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik  
        Dimaksud dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah 
prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pengorganisasian, acuan kerja, 
serta pedoman penilaian-kinerja bagi setiap lembaga penyelenggara pelayanan 
publik. Asas-asas yang dapat dikategorikan sebagai asas-asas umum administrasi 
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umum dan adaptif terhadap keunikan jenis-jenis pelayanan yang mungkin 
diselenggarakan secara publik.  
Bersifat umum, karena asas-asas ini secara langsung menyentuh hakikat 
pelayanan publik sebagai wujud dari upaya melaksanakan tugas pemerintah dalam 
pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak dan atau tugas pelaksanaan perintah 
peraturan perundang-undangan.  
Bersifat adaptif, karena asas-asas ini harus dapat berfungsi sebagai acuan 
dalam setiap kegiatan administrasi negara yang bersentuhan langsung dengan 
pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, baik di bidang pelayanan 
administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, ataupun kombinasi dari 
pelayanan-pelayanan tersebut. Dengan sifat adaptif ini maka asas-asas ini dapat 
selalu dijabarkan lebih lanjut di dalam penetapan aturan-aturan teknis, baik yang 
menyangkut sistem, prosedur, standar kualitas, pelayanan keluhan, dsb dari setiap 
jenis pelayanan publik.  
Asas-asas utama, yang berdasarkan penelitian team, melekat secara 
inherent pada esensi Pelayanan Publik (Busroh,2009:81):adalah:  
(1) Asas Keterbukaan (openness)  
        Keterbukaan menjadi salah satu asas utama untuk menjamin bahwa para 
stakeholders dapat mengandalkan proses pengambilan keputusan, tindakan-
tindakan oleh institusi-institusi publik, pengelolaan aktivitas, serta pengelolaan 
sumber-sumber daya manusia di dalam institusi-institusi pelayanan publik. 
Keterbukaan (mungkin setara dengan asas transparansi) yang diwujudkan melalui 
pembinaan komunikasi secara penuh, terinci dan jelas dengan para stakeholders 
menjadi salah satu prinsip utama dari suatu good governance, termasuk dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik;  
(2) Asas Integritas  
        Integritas mengandung makna “berurusan secara langsung” (straightforward 
dealings) dan ketuntasan (completeness) dalam pelaksanaan fungsi-fungsi 
pelayanan publik. Asas moral yang mendasari asas integritas ini terutama adalah 
kejujuran, obyektivitas dan standar kesantunan yang tinggi, serta tanggung jawab 
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(3) Asas Akuntabilitas  
        Asas ini berkenaan dengan proses di mana unit-unit pelayanan publik dan 
orang-orang yang berfungsi di dalamnya harus bertanggung jawab atas keputusan-
keputusan dan tindakan-tindakan yang dibuatnya, serta kebersediaan untuk 
menjalani proses pengawasan baik eksternal (dari masyarakat) maupun internal 
(dari atasan). Singkatnya, akuntabilitas melahirkan kewajiban untuk bertanggung 
jawab atas fungsi dan kewenangan yang secara sah dipercayakan kepada setiap 
public servant / pelayan publik .  
(4) Asas Legalitas  
        Berdasarkan asas lawfullness ini, setiap tindakan, pengambilan keputusan, 
serta pelaksanaan fungsi suatu institusi pelayanan publik harus sejalan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dijalankan sesuai dengan aturan 
dan prosedur yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Legalitas di sini lebih mempunyai arti secara luas dan tidak hanya mencakup 
legalitas formal saja, tetapi juga legalitas dalam arti material/substansial  
(5) Asas Non-Diskriminasi dan Perlakuan Yang Sama  
         Institusi-institusi penyelenggara pelayanan publik harus bekerja atas dasar 
prinsip pemberian pelayanan yang sama dan setara kepada warga masyarakat, 
tanpa membedakan gender, ras, agama/kepercayaan, kemampuan fisik, aspirasi 
politik, dsb. Artinya, perlakuan yang berbeda terhadap suatu kasus yang pada 
dasarnya sama dengan kasus-kasus lain, harus secara tegas mendapatkan 
pembenarannya di dalam fakta-fakta khusus yang relevan di dalam kasus tersebut;  
(6) Asas Proporsionalitas  
Asas ini meletakkan kewajiban pada setiap penyelenggaraan pelayanan publik 
untuk menjamin bahwa beban yang harus ditanggung oleh masyarakat pengguna 
jasa layanan publik akibat tindakan-tindakan yang diambil oleh institusi pelayanan 
publik harus berbanding secara proporsional dengan tujuan atau manfaat yang 
hendak diperoleh oleh warga masyarakat yang bersangkutan.Asas ini berkaitan 
erat dengan beban-beban administratif, biaya dan waktu pelayanan yang harus 
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(7) Asas Konsistensi  
       Berdasarkan asas ini, warga masyarakat dan/atau stakeholders pelayanan 
publik pada umumnya memperoleh jaminan bahwa institusi-institusi pelayanan 
publik akan bekerja secara konsisten sesuai pola-kerjanya yang normal dalam 
perilaku administratifnya. Artinya juga, penyimpangan terhadap asas ini 
(dispensasi, perlakuan khusus, dsb) harus memperoleh pembenarannya secara sah. 
 
Pelayanan publik merupakan pilar dasar penyelenggaraan pemerintahan 
yang berbasis kerakyatan untuk mewujudkan pelayanan publik yang sesuai 
dengan koridor tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Agar 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik maka 
terdapat asas penyelenggaraan pelayanan publik dari Pasal 4 Undang-Undang 
no.25 Tahun 2009 (Adrian Sutedi): 
a. Asas kepastian hukum, adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban 
dalam penyelenggaraan pelayanan atau adanya peraturan perundang-
undangan yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai 
dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. 
b. Asas keterbukaan, artinya bahwa setiap penerima pelayanan dapat dengan 
mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang 
diinginkan. 
c. Asas Partisipatif, artinya untuk mendorong/peningkatan peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 
d. Asas Akuntabilitas, artinya bahwa proses penyelenggaraan pelayanan 
publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
e. Asas kepentingan umum, yaitu dalam pemberian pelayanan publik tidak 
boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/ atau golongan. 
f. Asas profesionalisme, adalah aparat penyelenggara pelayanan harus 
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g. Asas kesamaan hak, artinya dalam pemberian pelayanan publik tidak 
diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 
gender, dan status ekonomi. 
h. Asas keseimbangan hak dan kewajiban, artinya pemenuhan hak harus 
sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi 
maupun penerima pelayanan.   
i. Asas efisiensi, bahwa yang menentukan tingkat keberhasilan 
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan kebutuhan 
pelayanan yang sederhana, cepat, mudah, dan keterjangkuan, tidak 
memberikan pembebanan pembiayaan kepada masyarakat secara tidak 
wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
j. Asas efektifitas, adalah orientasi penyelenggaraan pelayanan publik untuk 
mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sasaran dan 
memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
k. Asas imparsial, artinya bahwa yang menjadi pedoman dan arahan bagi 
penyelenggara pelayanan publik untuk bersikap netral, non diskriminasi 
dan tidak berpihak dan berhak memperoleh pelayanan yang adil, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
l. Asas Ketepatan waktu, artinya penyelesaian setiap jenis pelayanan 
dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. 
 
2.1.1 Norma-norma Perilaku Petugas Penyelenggara Pelayanan Publik  
       Faktor terpenting untuk bekerjanya sebuah sistem pelayanan publik secara 
optimal pada akhirnya terletak pada faktor petugas atau pejabat/pegawai pemberi 
pelayanan publik, termasuk pejabat-pejabat yang membawahi dan memiliki 
hubungan organisatoris-hierarkis dengan petugas-petugas tadi. Petugas sebaiknya 
diartikan setara dengan public official atau orang yang dipekerjakan pada sebuah 
otoritas administrasi publik, dan dalam menjalankan fungsinya itu tindak-tanduk 
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(a) kewajiban untuk bekerja sesuai dengan aturan-aturan hukum dan standar 
etik yang relevan dengan fungsinya;  
(b) kewajiban untuk menempatkan diri secara netral dari atau bebas dari 
pengaruh  kepentingan politis atau ekonomis tertentu;  
(c) kewajiban untuk bersikap dan bekerja dengan jujur, imparsial, dan efisien; 
(d) kewajiban untuk senantiasa bekerja dengan sopan santun, baik terhadap 
warga masyarakat yang dilayaninya, maupun terhadap atasan, kolega 
maupun bawahannya;  
(e) kewajiban untuk menghindarkan diri dari pertentangan antara kepentingan 
pribadi dengan posisi publiknya; 
(f) kewajiban untuk tidak mengambil keuntungan yang tidak wajar dari posisi 
atau kedudukannya demi kepentingan pribadi;  
(g) kewajiban untuk senantiasa berperilaku sedemikian rupa demi 
mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan publik 
terhadap integritas, 
(h) imparsialitas serta efektivitas pelayanan publik yang diselenggarakannya; 
(i) kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya atas dasar itikad baik, 
ketekunan berdasarkan keakhlian profesional, pengetahuan dan 
pengalaman yang memadai; 
(j) kewajiban untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara penghormatan 
terhadap hak-hak asasi dan kebebasan warga masyarakat dengan 
kewajiban untuk mendahulukan kepentingan umum, dan tidak menetapkan 
pembatasan pembatasan yang tidak wajar (unreasonable restrictions); 
(k) kewajiban untuk menghormati hak warga masyarakat atas informasi 
publik; sanksi-sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran. 
 
2.2 Tinjauan  elemen pokok perizinan 
         Berdasarkan pendapat para pakar, dapat disebutkan bahwa izin adalah 
perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan 
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tertentu. Dari pengertian in ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu menurut 
H.R.Ridwan (Adrian Sutedi) sebagai berikut: 
1. Wewenang 
Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum 
pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi 
pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan 
dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa 
wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkrit. 
2. Izin sebagai bentuk ketetapan 
Dalam negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak 
hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde), tetapi juga 
mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). 
3. Lembaga Pemerintah 
Lembaga pemerintah adalah lembaga yang menjalankan urusan 
pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 
Menurut berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat 
diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai 
dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. 
Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk 
instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya 
baik tingkat pusat maupun daerah. 
4. Peristiwa konkret 
Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk 
ketetapan, yang dignakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa 
konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi 
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5. Proses dan Prosedur 
Prosedur dan proses perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, 
proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang 
dilakukan oleh aparat/petugas. 
6. Persyaratan 
Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk 
memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa 
dokumen kelengkapan atau surat-surat. 
7. Waktu Penyelesaian izin 
Waktu Penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. 
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 
sampai dengan penyelesaian pelayanan. 
8. Biaya Perizinan 
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses 
pemberian izin. Penetapan besaran biaya pelayanan izin ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 
9. Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa 
Setiap pimpinan unit penyelenggara pelayanan perizinan wajib 
menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat mengenai ketidakpuasan 
dalam pemberian pelayanan izin sesuai kewenangannya. Untuk 
menampung pengaduan masyarakat tersebut, kantor pelayanan perizinan 
harus menyediakan kotak/loket pengaduan dan berbagai sarana pengaduan 
lainnya dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat. 
10. Pengawasan Penyelenggaraan Izin 
Saat sekarang kinerja pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah dituntut untuk lebih baik.Hal ini disebabkan buruknya tingkat 
pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan 
tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (rule driven) dan 















































commit to user 
11. Sanksi 
Sebagai produk kebijakan publik, regulasi dan deregulasi perizinan di 
Indonesia ke depan perlu memperhatikan materi sanksi.   
12. Hak dan Kewajiban 
Hak dan kewajiban antara pemohon dan instansi pemberi izin harus 
tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia. 
Hak-hak masyarakat dalam pelayanan SIUP, yaitu: 
a. mendapat pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan asas dan  
      tujuan pelayanan; 
b. mengetahui sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan; 
c. mendapat tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak; 
d. mendapatkan advokasi, perlindungan, dan pemenuhan pelayanan. 
Kewajiban masyarakat adalah: 
a. mengawasi dan memberitahukan kepada instansi pemberi layanan 
perizinan untuk memperbaiki pelayanannya, apabila pelayanan yang 
diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku; 
b. melaporkan penyimpangan pelaksanaan pelayanan kepada 
Ombudsman apabila penyelenggara tidak memperbaiki pelayanan; 
c. mematuhi dan memenuhi persyaratan, sistem, dan mekanisme 
prosedur pelayanan perizinan; 
d. menjaga dan turut memelihara berbagai sarana dan prasarana 
pelayanan umum; 
e. berpartisipasi aktif dan memenuhi segala keputusan Penyelenggara. 
 
2.2.1  Standar Minimum Pelayanan  
       Yang dimaksudkan dengan Standar Minimum Pelayanan adalah standar 
kualitas pelayanan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi oleh setiap institusi 
penyelenggara pelayanan publik dengan kualitas hasil kerja yang diukur dari 
tingkat kepuasan minimum yang dapat diterima masyarakat pengguna pelayanan 













































commit to user 
¾ Bagi instansi penyelenggara pelayanan publik dalam menilai tingkat 
keberhasilannya dalam perencanaan, pengorganisasian, penetapan dan 
pelaksanaan mekanisme operasi dan prosedur pelayanan, penetapan 
kompetensi petugas, serta bekerjanya mekanisme dan prosedur pelayanan 
terhadap keluhan publik;  
¾ Bagi masyarakat penerima pelayanan publik dalam menetapkan hak dan 
kewajibannya sebagai konsumen, mengukur kualitas hasil pelayanan yang 
diberikan oleh instansi yang bersangkutan, serta kedudukan dan hak-
haknya untuk mengajukan keluhan-keluhan.  
 
Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka perlu 
ditetapkan standar dan kriteria dari penyelenggara pelayanan publik maupun 
masyarakat sebagai penerima pelayanan publik serta pihak-pihak lain yang 
berkepentingan untuk memberikan perlindunagn atas hak-hak publik dalam 
mendapatkan pelayanan publik dalam suatu peraturan daerah. 
Standar Pelayanan adalah ketentuan yang berisi norma, pedoman, sarana 
dan prasarana yang dirumuskan secara bersama-sama antara penyelenggara 
pelayanan publik, penerima layanan dan pihak yang berkepentingan. Standar 
Pelayanan Publik merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik dan disusun secara bersama-sama dengan penerima pelayanan 
serta pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap instansi yang memberikan 
pelayanan langsung wajib membuat standar pelayanan yang setidak-tidaknya 
meliputi: 
a. Standar pelayanan yang ada pada Dinas/Badan/Kantor, Instansi/Lembaga, 
BUMD/BUMN. 
b. Standar pelayanan yang ada pada masing-masing unit pelaksana teknis 
yang ada pada Dinas/Badan/Kantor, Instansi/Lembaga,BUMD/BUMN. 
c. Standar pelayanan yang ada pada Dinas/Badan/Kantor, Instansi/Lembaga, 
yang tidak memilki unit pelayanan teknis tetapi memiliki unit pelayanan. 
Standar pelayanan dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis dan 
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pelayanan (Dinas/Badan/Kantor, Instansi/Lembaga, BUMD/BUMN) yang 
memuat ukuran baku pelaksanaan setiap jenis pelayanan dan narasinya meliputi: 
a. Persyaratan pelayanan  baik adminsitratif maupun teknis. 
b. Besarnya biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya 
c. Lama waktu penyelesaian pelayanan. 
d. Spesifikasi produk /hasil pelayanan yang akan diterima oleh 
pelanggan. 
e. Prosedur pengajuan pelayanan yang harus diikuti oleh setiap 
pelanggan. 
f. Prosedur proses penyelesaian (bagan alir) dari setiap jenis pelayanan. 
g. Kompensasi petugas yang terlibat dalam proses 
pemberian/penyelesaian pelayanan. 
h. Sarana dan prasarana yang disediakan baik untuk petugas/pemberian 
pelayanan maupun untuk penerima layanan/pelanggan dalam proses 
penyelesaian pelayanan. 
Standar pelayanan publik disusun sesuai dengan jenis dan karakteristik 
pelayanan publik yang meliputi prosedur dan produk pelayanan publik. 
Penyelenggara pelayanan publik wajib menginformasikan standar pelayanan 
publik kepada masyarakat, disamping itu penyelenggara pelayanan publik wajib 
menetapkan standar pelayanan yang meliputi penetapan standar persyaratan, 
standar biaya dan standar waktu. 
 
2.3 Kualitas Pelayanan 
 Berkaitan dengan kualitas atau mutu Vincent Gasperz (Lukman, 1997:9) 
mendefiniskannya sebagai, ”...segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan 
atau kebutuhan pelanggan (meeting needs of customers)”. Sedangkan, Lukman 
(2000:10) mendefinisikan kualitas pelayanan dengan: “…kesesuaian dengan 
persyaratan, kesesuaian dengan pihak pemakai atau bebas dari kerusakan/cacat”. 
Berdasarkan beberapa definisi dari beberapa ahli kualitas di atas, dapat dipahami 
bahwa kualitas adalah kesesuaian antara produk/jasa yang dihasilkan oleh 
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menimbulkan kepuasan bagi pelanggan. Dapat disimpulkan bahwa kualitas 
meliputi kesesuaian antara proses dengan hasil yang ditentukan oleh standar yang 
berlaku dalam organisasi (harapan karyawan, peraturan, dan lain-lain) serta 
harapan  pelanggan. 
 a. Pelayanan (Service) 
 Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta 
(1985:73) adalah: “perbuatan, cara hal (dan sebagainya) melayani. Sedangkan 
melayani memiliki pengertian menolong menyediakan segala yang diperlukan 
oleh orang lain.” Pelayanan atau biasa disebut dengan jasa (service), menurut 
Lukman (2000:6) adalah:  “suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 
interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan 
meyediakan kepuasan pelanggan”.   
Dalam pengertian yang sedikit berbeda  Fred Luthans (Moenir, 1995:16) 
mendefinisikan pelayanan sebagai, ”proses pemenuhan kebutuhan melalui 
aktivitas orang lain yang bersifat  langsung”. 
Sejalan dengan pengertian tersebut Moenir (1995:12) menjelaskan tentang  
pelayanan umum (public service) dengan menyatakan hal berikut: 
“…setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna memenuhi 
kepentingan orang banyak disebut pelayanan umum. Namun tidak berati bahwa 
pelayanan itu sifatnya selalu kolektif, sebab melayani kepentingan perorangan pun 
asal kepentingan itu termasuk dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan 
bersama yang telah diatur termasuk dalam pengertian pelayanan umum.” 
         Dalam perkembangan paradigma Reinventing Government dan Good 
Governance yang ditandai dengan prinsip customer driven government 
sebagaimana dikemukakan oleh Gaebler dan Osborne (1993:203), maka 
kebutuhan akan pelayanan masyarakat oleh pemerintah sebagaimana biasa disebut 
dengan terminologi pelayanan prima.  
Untuk menjamin kualitas pelayanan secara terpadu Gasperz (1997:2)  telah 
mengembangkan dimensi atau atribut yang harus diperhatikan, antara lain: 
a. Ketepatan waktu pelayanan, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan 
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b. Akurasi pelayanan, yaitu reliabilitas atau ketepatan pelayanan sehingga 
terbebas dari kesalahan; 
c. Kesopananan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, tertutama 
bagi karyawan yang secara langsung berinteraksi dengan pelanggan; 
d. Tanggung jawab, yaitu penerimaan pesanan dan penanganan keluhan dari 
pelanggan eksternal; 
e. Kelengkapan, yaitu lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana pendukung 
serta pelayanan komplementer lainnya; 
f. Kemudahan mendapatkan pelayanan, yaitu banyaknya outlet, petugas yang 
melayani, fasilitas pendukung, dan lain-lain. 
g. Variasi model pelayanan, yaitu inovasi untuk memberikan pola-pola baru 
dalam pelayanan; 
h. Pelayanan pribadi, yaitu fleksibilitas, penanganan permintaan khusus dan 
lain-lain; 
i. Kenyamanan, yaitu lokasi ruang dan tempat pelayanan, kemudahan dalam 
menjangkau, tempat parkir kendaraan, ketersedian informasi, petunjuk dan 
lain-lain; 
j. Atribut pendukung pelayanan lainnya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan 
lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik, AC dan lain-lain. 
 Sejalan dengan dimensi kualitas pelayanan tersebut di atas, Zeithaml, Berry 
dan Parasuraman (Tjiptono) menguraikan lima dimensi pokok, antara lain: 
1. Bukti langsung (tangibles) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai 
dan sarana komunikasi. 
2. Kehandalan (reliability) yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang   
dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan; 
3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk membantu 
para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 
4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan 
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5. Empati(Emphaty), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 
komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan 
pelanggan. 
 Dalam perkembangan paradigma pelayanan prima di Indonesia, telah 
dikembangkan tolak ukur yang cukup komprehensif dalam menilai kualitas 
pelayanan umum yang diberikan oleh instansi pemerintah sebagaimaan terdapat 
dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Momor 
63/KEP/M.PAN/VII/2003, dan dalam penelitian ini akan digunakan sebagai 
indikator untuk mengukur variabel kualitas pelayanan, yang terdiri atas sendi-
sendi, antara lain: 
1. Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit; 
2. Kejelasan;  
a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik; 
b. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab dalam  
c. memberikan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan/ sengketa  
d. dalam pelaksanaan pelayanan publik; 
3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara 
pembayaran. 
4. Kepastian Waktu, pelayanan publik dapat diselesaikan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
5. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan 
benar, tepat dan sah. 
6. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik 
memberikan rasa aman dan  kepastian hukum. 
7. Tanggung Jawab, pimpinan penyelenggaraan pelayanan 
publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan pelayan dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam 
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8. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana 
dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai 
termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika 
(telematika). 
9. Kemudahan Akses, tempat dan lokasi serta pelayanan 
yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat 
memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. 
10. Kedisplinan, kesopanan dan keramahan, pemberi 
pelayanan  harus bersikap displin, sopan dan santun serta memberikan 
pelayanan masyarakat dengan ikhlas. 
11. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, 
teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan 
yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayan 
seperti ruang tunggu, toilet, tempat ibadah dan lain-lain. 
Untuk mengetahui kepuasan masyarakat atau pelanggan/wajib pajak dapat 
dilakukan melalui pengukuran kepuasan masyarakat atau pelanggan/wajib pajak, 
untuk dapat  mengetahui sampai sejauh mana pelayanan telah mampu memenuhi 
harapan atau dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan, maka organisasi 
harus mengetahui tingkat harapan pelanggan atau suatu atribut tertentu. Harapan 
pelanggan ini selanjutnya akan dibandingkan dengan kinerja aktualnya, sehingga 
dari sini akan diperoleh indeks kepuasan pelanggan yang mencerminkan kualitas 
pelayanan yang diterima oleh pelanggan.  
 Menurut Tjiptono mengatakan bahwa, ”Indeks Kepuasan Pelanggan 
adalah mengukur perbedaan antara apa yang ingin diwujudkan oleh pelanggan 
dalam membeli suatu produk atau jasa/pelayanan dan apa yang sesungguhnya 
ditawarkan perusahaan”.  
Bragan memberikan alasan, ”...pengunaan Indeks Kepuasan Pelanggan 
sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas pelayanan adalah berdasarkan 
kebanyakan pendapat yang mengatakan bahwa untuk mengetahui program mutu, 
apapun bentuk organisasinya keberhasilan dari program mutu tersebut diukur dari 
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 Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 
Kep./25/M.PAN/2/2004 tentang Indek Kepuasan Masyarakat, menyatakan bahwa: 
“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat 
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan 
kualitaif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur 
penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan 
kebutuhannya”. 
 
Keputusan MenPAN tersebut, juga terdapat 14 unsur yang “relevan, valid 
dan reliable”, sebagai unsur minimal yang harus ada sebagai dasar pengukuran 
indeks kepuasan masyarakat, yaitu: 
1). Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 
2). Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang 
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. 
3). Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 
memberikan pelayanan. 
4). Kedislipinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 
tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. 
6). Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang 
dimiliki petugas dalam memberikan atau menyelesaiakan pelayanan kepada 
masyarakat. 
7). Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam 
waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan. 
8). Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak 
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9). Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling 
menghargai dan menghormati. 
10). Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap 
besarnya biaya yang yang telah ditetapkan oleh unit pelayanan. 
11). Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 
dengan biaya yang telah ditetapkan. 
12). Kepastian jadwal pelayanan, yaitu  pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
13). Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang 
bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepeda penerima 
pelayanan. 
14). Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 
pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang 
untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari 
pelaksanaan pelayanan. 
 Hal ini berarti upaya untuk memuaskan masyarakat terkait dengan misi 
pemerintahan, yaitu dengan tidak lagi bertumpu pada kekuasaan melainkan telah 
bergeser pada pelayanan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas 
pelayanan adalah merupakan ukuran penilaian menyeluruh atas tingkat suatu 
pelayanan  yang baik. Terciptanya kualitas pelayanan tentunya akan menciptakan 
kepuasan terhadap pengguna pelayanan, yang pada akhirnya akan dapat mencapai 
tujuan pemerintah yaitu mensejahterakan masyarakat.  
Menurut Weber seperti dikutip dalam buku (Ali Mufiz, 1986:177) 
birokrasi mendasarkan diri pada hubungan antara kewenangan menempatkan dan 
mengangkat pegawai bawahan dengan menentukan tugas dan kewajiban dimana 
perintah dilakukan secara tertulis, ada pengaturan mengenai hubungan 
kewenangan, dan promosi kepegawaian didasarkan atas aturan - aturan tertentu.  
Pendapat Ali Mufiz (1986: 186) yang termasuk fungsi birokrasi antara lain: 













































commit to user 
Dalam suatu negara yang administratif, pemerintah dengan seluruh 
jajarannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam bahasa yang 
sederhana peranan tersebut diharapkan terwujud dalam pemberian 
berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat. 
 
 
b. fungsi pengaturan ( regulatory funcstions ) 
Fungsi pengaturan mutlak terselenggara dengan efektif karena kepada 
suatu pemerintahan negara diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai 
peraturan perundang - undangan yang ditentukan oleh lembaga legislatif 
melalui berbagai ketentuan Pada dasarnya seringkali aparatur pemerintah 
bekerja berdasarkan pendekatan legalistik. Pendekatan legalistik disini 
antara lain ialah bahwa dalan menghadapi permasalahan, pemecahan yang 
dilakukan. Dengan mengeluarkan ketentuan normatif dan formal, misalnya 
peraturan dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Hal yang dapat timbul 
dengan pendekatan seperti ini, tentunya tidak ada yang salah bila aparatur 
pemerintah bekerja berdasarkan peraturan perundang - undangan yang 
berlaku. 
Akan tetapi pendekatan yang menjadi demikian tidak tepat apabila 
terdapat presepsi bahwa peraturan perundang -undangan tersebut merupakan hal 
yang self implementing seolah - olah dengan dikeluarkannya peraturan perundang 
- undangan tersebut permasalahan yang dihadapi sudah terpecahkan dengan 
sendirinya, padahal tidak demikian seharusnya, sehingga timbul kecenderungan 
untuk menerapkan peraturan perundang - undangan tersebut secara kaku. 
Dalam praktik, kekakuan demikian dapat terlihat pada interpretasi secara 
harafiah, padahal yang lebih diperlukan adalah menegakkan hukum dan peraturan 
itu dilihat dari semangat dan jiwanya, artinya bahwa pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan situasional. 
Sikap birokrasi disini adalah mengembangkan standar dan prosedur tata 
kerja dan memperinci kewenangan secara detail, kemudian dijadikan sesuatu yang 













































commit to user 
administratif yang mungkin sedikit menyimpang, tetapi memberikan pemecahan 
masalah. 
Melaksanakan kegiatan berdasarkan standar maupun aturannya menjadi 
tujuan, dan bukan alat untuk mencapai sesuatu tujuan administratif. Seringkali hal 
ini terkait erat dengan disiplin pelaksanaan kerja sesuai dengan wilayah 
kewenangan masing masing, karena para anggota birokrasi kemudian hanya 
merupakan bagian dari mesin yang ketat, seringkali juga inisiatif dan gagasan 
baru menjadi tumpul. 
Keadaan seperti ini akan tidak sesuai dengan kebutuhan proses perubahan 
sosial yang cepat atau tidak memberikan dorongan bagi usaha perubahan dimana 
standar serta aturan rutinnya itu sendiri perlu secara terus-menerus disempurnakan. 
c. Fungsi sebagai unsur pembaruan. 
Pemerintah dengan seluruh jajarannya harus merupakan sumber ide- ide 
baru. Keadaan masyarakat yang semakin berkembang, tuntutan akan 
pelayanan semakin 
lama semakin berkembang pula. Kondisi demikian menuntut aparatur 
pemerintah harus dapat memainkan peranan yang penting. Efisiensi dan 
efektivitas merupakan salah satu prinsip manajemen yang harus selalu 
dipegang teguh, baik dalam rangka pelaksana kegiatan rutin apalagi dalam 
penyelenggaraan pembangunan nasional, hal ini penting karena 
pemerintah selalu dihadapkan kepada situasi kelangkaan karena 
keterbatasan kemampuan menyediakan dana, sarana, prasarana, sumber 
daya manusia yang ahli, terampil dan keterbatasan waktu. 
Birokrasi yang tertutup dan centralized menghasilkan kelangkaan 
keterbukaan didalamnya, oleh karena itu dalam upaya mereformasi birokrasi 
pemerintah yang paling mendasar ialah bagaimana bisa mengubah Mindset dan 
perilaku dari para pelaku birokrasi publik (Mitfah Thoha, 2003:14). Prosedur 
kerja yang tidak jelas atau rumit dapat menjadi sumber inefisiensi. 
Menurut Josef dan Haryanto (Warsito Utomo, 1997:25), fungsi 













































commit to user 
desentralisasi pada daerah-daerah otonom yang mempunyai hak untuk mengatur 
dan mengurus rumah tangga sendiri adalah: 
a) Fungsi Pengaturan yang dapat dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah 
(Perda), yaitu yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan daerah dan 
termasuk ruang lingkup yang telatn diserahkan menjadi urusan rumah tangganya 
sendiri. 
b) Fungsi Pemberdayaan, yang proses berlangsungnya tidak dapat dipisahkan 
dengan fungsi pengaturan, baik ditingkat organisasi aparatur Pemerintah Daerah 
yang menghasilkan dana untuk kemandirian Pemerintah Daerah, maupun pada 
tingkat masyarakat dengan memberi rangsangan untuk berpartisipasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahn dan pembangunan. 
c) Fungsi Pelayanan, yakni dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat. 
 
B. Good Governance 
Definisi dari good governance dalam pembangunan daerah yaitu Suatu 
konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,demokratis dan 
efektif, sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani dan juga 
disebut suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara 
pemerintah,dunia usaha swasta dan masyarakat. 
Berikut ialah prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good 
governance) antara lain ialah: 
a. wawasan ke depan (visionary) 
b. keterbukaan & transparansi (openness & transparency) 
c. partisipasi masyarakat (participation) 
d. tanggung gugat (accountability) 
e. supremasi hukum (rule of law) 
f. profesionalisme & kompetensi (professionalism & competency) 
g. daya tanggap (responsiveness) 
h. keefisienan & keefektifan ( efficiency & effectiveness) 













































commit to user 
j. kemitraan dengan dunia usaha swasta & masyarakat (private sector & civil 
society partnership) 
k. komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce 
inequality) 
l. komitmen pada lingkungan hidup (commitment to environmental 
protection) 
m. komitmen pada pasar yang fair (commitment to to fair market) 
Dari hasil penerapan prisip-prinsip dalam tata kepemerintahan yang baik akan 
timbul yaitu manfaat-manfaat dari good governance dan meliputi hal-hal dan 
sering terjadi dalam segi berkehidupan,sebagai contoh: 
1. Berkurangnya secara nyata praktik kkn di birokrasi yang antara lain 
ditunjukkan hal-hal berikut ini: 
a. tidak adanya manipulasi pajak 
b. tidak adanya pungutan liar 
c. tidak adanya manipulasi tanah 
d. tidak adanya manipulasi kredit 
e. tidak adanya penggelapan uang negara 
f. tidak adanya pemalsuan dokumen 
g. tidak adanya pembayaran fiktif 
h. proses pelelangan (tender) berjalan dengan fair 
i. tidak adanya penggelembungan nilai kontrak (mark-up) 
j. tidak adanya uang komisi 
k. tidak adanya penundaan pembayaran kepada rekanan 
l. tidak adanya kelebihan pembayaran 
m. tidak adanya ketekoran biaya 
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang 
bersih,efisien,efektif,transparan,professional,dan akuntabel,yakni: 
a. sistem kelembagaan lebih efektif,ramping dan fleksibel 
b. kualitas tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga di pusat dan 













































commit to user 
c. sistem administrasi pendukung dan kearsipan lebih efektif dan 
efisien 
d. dokumen/arsip negara dapat diselamatkan, dilestarikan dan 
dipelihara. 
3. Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat 
diskriminatif terhadap warga negara,kelompok,atau golongan masyarakat 
itu berarti: 
a. kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha swasta 
meningkat 
b. sumber daya manusia,prasarana dan fasilitas pelayanan menjadi 
lebih baik 
c. berkurangnya hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan 
publik 
d. prosedur dan mekanisme serta biaya yang diperlukan dalam 
pelayanan publik lebih baku dan jelas 
e. penerapan sistem merit dalam pelayanan 
f. pemanfaatan teknologi dan informasi dan komunikasi dalam 
pelayanan publik 
g. penanganan pengaduan masyarakat lebih intensif 
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik 
ialah: 
berjalannya mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan 
masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 
(seperti forum konsultasi publik) 
5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan 
perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah yaitu: 
a. hukum menjadi landasan bertindak bagi aparatur pemerintahan dan 
masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik 
b. kalangan dunia usaha swasta akan merasa lebih aman dan terjamin ketika 
menanamkan modal dan menjalankan usahanya karena ada aturan main 
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c. tidak akan ada kebingungan di kalangan pemerintah daerah dalam 
melaksanakan tugasnya serta berkurangnya konflik antar pemerintah 
daerah serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
Kemudian setelah mendapatkan cara yang paling intensif untuk 
mendapatkan hasil yang optimal dalam perwujudan good governance maka harus 
memiliki: 
a. Membutuhkan komitmen yang kuat ,daya tahan dan waktu yang tidak 
singkat diperlukan pembelajaran,pemahaman,serta implementasi nilai-nilai 
kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder. 
b. Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari 
seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat 
diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik 
 
C.Pelaksana Birokrasi Pemerintahan di Daerah berdasarkan Otonomi 
Daerah. 
Memasuki era baru, Indonesia tampaknya harus berangkat dalam kondisi 
yang kurang menguntungkan. Krisis ekonomi dan politik yang merambah 
Indonesia sejak paruh akhir 1997, tidak dapat dihindari telah memorakporandakan 
basis material negara yang selama ini telah dijadikan sebagai sumber utama dalam 
menggerakkan roda ekonomi dan politik. 
Lebih jauh lagi, kombinasi antara dampak krisis ekonomi dan politik juga 
telah mengakibatkan semakin melemahnya empat kapasitas utama negara: 
institusional, technical, administrative,and political capacity, yang dibutuhkan 
untuk menjaminkesinambungan pembangunan ekonomi dan politik. 
Di antara restrukturisasi sistem pemerintahan yang cukup penting untuk 
dikemukakan adalah adanya upaya untuk memperluas otonomi daerah dan 
pengaturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah melalui Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis 
dengan UU No. 22 Tahun 1999), dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah. Sehingga tidak berlebihan bila 
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yang menjanjikan sejumlah harapan dan sekaligus tantangan bagi pemerintah 
daerah, khususnya daerah kabupaten/kota. 
Dikatakan sebagai harapan yang menjanjikan bagi pemerintah daerah, 
karena dengan ditetapkannya UU Pemerintahan Daerah, maka akan terjadi 
perluasan wewenang pemerintah daerah kabupaten / Kota, dan akan tercipta 
peningkatan kemampuan keuangan daerah. Secara teoritis, kehadiran undang-
undang tersebut cukup menjanjikan bagi terwujudnya local accountability, yakni 
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak dari 
komunitasnya. 
Sebenarnya, kebijakan otonomi daerah dasar-dasarnya telah diletakkan 
jauh sebelum terjadinya krisis nasional yang diikuti dengan gelombang reformasi 
besar-besaran di Indonesia. Namun, perumusan kebijakan otonomi daerah itu 
masih bersifat setengah-setengah dan dilakukan tahap demi tahap yang sangat 
lamban. Setelah terjadinya reformasi yang disertai pula oleh gelombang tuntutan 
ketidakpuasan masyarakat di berbagai daerah mengenai pola hubungan antara 
pusat dan daerah yang dirasakan tidak adil, maka tidak ada jalan lain kecuali 
mempercepat pelaksanaan kebijakan otonomi daerah itu, dan bahkan dengan skala 
yang sangat luas yang diletakkan di atas landasan konstitusional dan operasional 
yang lebih radikal. 
Sekarang, berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia 1945 
yang telah diperbarui, sistem pemerintahan telah memberikan keleluasaan yang 
sangat luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. 
Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip 
demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan 
memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan 
keanekaragaman antar daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini dianggap sangat 
penting, karena tantangan perkembangan lokal, nasional, regional, dan 
internasional di berbagai bidang ekonomi, politik dan kebudayaan terus 
meningkat dan mengharuskan diselenggarakannya otonomi daerah yang luas, 
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Pelaksanaan otonomi daerah itu diwujudkan dengan pengaturan, 
pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya masing-masing serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah, sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta 
masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman antar 
daerah. 
Kebijakan nasional mengenai otonomi daerah dan pemerintahan daerah ini, 
telah dituangkan dalam bentuk UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah yang menggantikan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
Dengan ditetapkannya UU ini, maka UU yang mengatur materi yang sama 
yang ada sebelumnya dan dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
kebutuhan, dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-Undang yang dinyatakan tidak 
berlaku lagi itu adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Derah yang sebelunnya menyatakan tidak berlakunya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 
1974 No.3037), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 
Desa (LN Tahun 1979 No. 56 dan TLN Tahun1979 No.3153). 
Untuk memperkuat kebijakan otonomi daerah itu, dalam Sidang Tahunan 
MPR tahun 2000 telah pula ditetapkan Ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 tentang 
Kebijakan dalam Penyelenggaran Otonomi Daerah yang antara lain 
merekomendasikan bahwa prinsip otonomi daerah itu harus dilaksanakan dengan 
menekankan pentingnya kemandirian dan keprakarsaan dari daerah-daerah-daerah 
otonom untuk menyelenggarakan otonomi daerah tanpa harus terlebih dulu 
menunggu petunjuk dan pengaturan dari pemerintahan pusat. 
Bahkan, kebijakan nasional otonomi daerah ini telah dikukuhkan pula 
dalam materi perubahan Pasal 18 UUD 1945. Dalam keseluruhan perangkat 
perundang-undangan yang mengatur kebijkan otonomi daerah itu, dapat 
ditemukan beberapa prinsip dasar yang dapat dijadikan paradigma pemikiran 
dalam menelaah mengenai berbagai kemungkinan yang akan terjadi di daerah, 
terutama dalam hubungannya dengan kegiatan investasi dan upaya mendorong 
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Meski demikian, perlu disadari bahwa tujuan ideal desentralisasi dan 
otonomi daerah tidak dengan serta merta dapat dicapai hanya dengan kehadiran 
undang-undang tersebut. Untuk mencapai atau paling tidak mendekati tujuan 
tersebut, sedikitnya ada tiga persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian 
khusus dalam waktu dekat yaitu : 
1. political commitment dari pemerintah pusat dan political will dari 
pemerintah daerah itu sendiri untuk menata kembali hubungan kekuasaan 
pusat-daerah. 
2. Pengaturan hubungan keuangan pusat-daerah yang lebih didasari oleh 
``itikad`` untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah (bukan 
sebaliknya). 
3. Perubahan perilaku elite lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. 
Sedikitnya ada dua segi yang harus diperhatikan dalam penentuan arah 
kebijakan otonomi daerah. Pertama, adalah segi manusia yang terkait dengan 
kebijakan ini, di antaranya, elite politik pusat dan daerah. Kedua, segi Undang-
Undang, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 yang kini telah diganti dengan undang-
undang nomor 32 tahun 2004. Dalam penentuan arah kebijakan otonomi daerah 
terdapat satu hal yang sepatutnya dihindari oleh elite politik  pusat, yaitu, hasrat 
untuk memusatkan kembali kekuasaan. Pada era Orde Baru, sentralisme 
kekuasaan sangat jelas terlihat, dan sangat menguntungkan elite pusat namun 
merugikan bagi daerah. Rezim Orde Baru sering kali memakai alasan bahwa 
dilakukannya pemusatan kekuasaan tersebut adalah untuk mempertahankan 
stabilitas politik dan menjaga keutuhan bangsa. Yang sebenarnya terjadi ketika itu 
adalah ketidakadilan yang diterima daerah. Sepatutnya pemerintahan sekarang 
tidak berusaha untuk mengulang  kesalahan  tersebut. 
Kenyataan bahwa selama ini pola hubungan kekuasaan antara pemerintah 
pusat dan daerah di Indonesia cenderung sentralistik adalah sesuatu yang sulit 
untuk disangkal. Kendati kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah telah 
diterapkan semenjak awal kemerdekaan, namun wewenang yang diserahkan 
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Daerah, sebagai salah satu bentuk asas ‘desentralisasi’ pemerintahan, pada 
hakekatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, 
yaitu upaya untuk mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk 
mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik dan lebih makmur. 
Penyelenggaraan asas desentralisasi menghasilkan “Daerah Otonom”, 
sedangkan urusan diserahkan kepada Daerah Otonom yang menjadi hak atau 
wewenangnya disebut Otonomi Daerah atau otonomi saja. Otonomi Daerah atau 
otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu auto yang berarti sendiri dan nomes 
yang berarti pemerintah. Jadi, otonomi artinya pemerintahan sendiri. 
Dalam kesempatan lain, Bagir Manan mendefinisikan otonomi sebagai 
berikut: 
“kebebasan dan kemandirian (vrijheid dan zelfstandingheid) satuan pemerintahan 
lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. 
Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu 
menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih 
rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakekat isi otonomi.” 
Lebih lanjut, Bagir Manan mengatakan:  
“Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi bukan kemerdekaan 
(onafhankelijkheid indefendency). Kebebasan dan kemandirian itu adalah dalam 
ikatan kesatuan yang lebih besar.” 
Dari pemahaman tentang otonomi daerah tersebut, maka pada hakekatnya 
otonomi daerah adalah: 
1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonomi, hak 
tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah 
(pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur 
dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah: 
penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan 
dan pertanggungjawaban daerah sendiri, maka hak itu dikembalikan pada 
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2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga 
sendiri, daerah dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di 
luar batas-batas wilayah daerahnya; 
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah 
tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang 
disediakan kepadanya; 
4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan 
mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak 
mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. 
Sebenarnya otonomi adalah segala tugas yang ada pada daerah atau dalam 
kata lain apa yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun tugas daerah 
itu dalam kewenangan implisit dimana di dalamnya adalah kekuasaan, hak atau 
kewajiban yang diberikan kepada daerah dalam menjalankan tugasnya. Sehingga 
daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan, baik atas dasar penyerahan 
atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga. 
Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan daerah maka serentak diseluruh tanah air terjadi penyerahan 
sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah dearah. Baik kepada 
pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. 
Termasuk didalamnya adalah urusan Pemerintahan Daerah. Dalam waktu 
sesingkat-singkatnya semua berusaha beradaptasi dengan sistem pemerintahan 
yang baru, perbagai potensi disiapkan guna menerima, menjalankan dan 
mengoptimalkan sistem otonomi daerah di wilayah termasuk diantaranya adalah 
mengenai urusan perijinan di Daerah secara langsung guna meningkatkan tingkat 
kesejahteraan masyarakat. 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) 
Secara teori verguning / izin didefinisikan sebagai suatu perbuatan 
administrasi negara yang memperkenankan perbuatan yang secara umum tidak 
dilarang dalam peraturan perundangundangan asalkan dilakukan sesuai dengan 
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Sedangkan perbuatan hukum publik itu sendiri memiliki pengertian suatu 
perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi negara yang tindakannya 
tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan hukum publik (SF 
Marbun dan Mahfud MD). 
Pada dasarnya mendirikan bangunan adalah sebuah perbuatan yang 
berbahaya, hal ini karena bangunan merupakan tempat sentral bagi manusia 
beraktifitas sehari - hari, baik ketika dirumah maupun dikantor. Kriteria bahaya 
tersebut muncul ketika bangunan tersebut memiliki syarat tertentu agar tidak 
rubuh dan mencelakai orang didalam atau disekitarnya. Bangunan didirikan 
dengan syarat pertimbangan dan perhitungan yang matang mengenai bentuk 
struktur dan kekuatan struktur serta kekuatan bahan yang digunakan. dengan 
demikian bangunan tersebut akan kuat dan tidak rusak/roboh mencelakai orang 
didalamnya. 
Bangunan yang didirikan tanpa adanya perhitungan mengenai kekuatan 
struktur dan bahan maka akan mudah roboh dan menimbulkan bahaya bagi orang 
banyak. Dalam rangka melindungi keselamatan masyarakat banyak dari bahaya 
roboh / rusaknya bangunan maka kegiatan pembangunan harus diawasi, boleh 
dibangun tetapi dengan syarat tertentu. Diantara syarat itu salah satunya adalah 
harus kuat dari segi skruktur konstruksi dan bahan yang digunakan, apabila tidak 
dipenuhi maka kegiatan mendirikan bangunan itu termasuk kategori 
membahayakan keselamatan masyarakat sehingga izin Mendirikan Bangunan 
tidak diberikan. 
Pengawasan Pemerintah daerah terhadap kegiatan membangun bangunan 
dilaksanakan melalui pemberian izin Mendirikan Bangunan yang dimohonkan 
oleh anggota masyarakat yang memberikan gambaran bangunan yang akan 
didirikan lengkap dengan gambar dan perhitungan struktur konstruksi. Kemudian 
setelah diteliti dan dipertimbangkan dengan cermat, apabila memenuhi syarat 
maka izin tersebut dikeluarkan dan pemohon diwajibkan membayar retribusi guna 
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D. Penerapan Hukum Dan Faktor-Faktornya 
Penerapan hukum merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan cita-cita 
yang dikehendaki oleh hukum / pembuat undang-undang itu sendiri. Untuk 
mengetahui penerapan hukum dapat dilihat dari penegakan hukum itu sendiri. 
Adapun penegakan hukum itu efektifitasnya dipengaruhi oleh beberapa faktor 
yang oleh Soeryono soekanto disebutkan ada setidaknya empat faktor yaitu : 
1. Faktor perundang-undangan 
2. Faktor aparat penegak hukum 
3. Faktor sarana dan prasarana penegakan hukum 















































































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Kelembagaan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Surakarta 
1. Gambaran Umum tentang KPPT Kota Surakarta. 
Pelayanan kepada masyarakat adalah salah satu upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah. Di Kota Surakarta, pelayanan perijinan saat ini ditangani oleh 
lembaga yang bernama Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota 
Surakarta.   
 Secara kronologis, pembentukan KPPT Kota Surakarta melalui tahapan 
sebagai berikut: dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
sesuai dengan amanat Undang-undang tentang Pemerintah Daerah. Sebelum 
dibentuk sebagai lembaga struktural, pelayanan perijinan di Kota surakarta 
dikelola oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Surakarta berdasarkan 
keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II SurakartaNomor 004 Tahun 
1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu 
Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta. Pada masa Unit Pelayanan 
Terpadu Kota Surakarta ini dipimpin oleh seorang Koordinator, yang membawahi 
Subbag TU dan Seksi Pelayanan.  Unit Pelayanan Terpadu Kota Surakarta ini, 
sistem pelayanan dilakukan Satu Atap (pendaftaran dilakukan di Unit Pelayanan 
Terpadu, namun proses selanjutnya hingga penerbitan ijin dilakukan oleh masing-
masing SKPD teknis).  
Dalam perkembangannya, pada tanggal 7 Desember 2005 sistem 
pelayanan SATU ATAP diubah menjadi SATU PINTU (Pendaftaran, Proses 
penyelesaian sampai dengan penerbitan ijin dilakukan oleh Unit Pelayanan 
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Surakarta Nomor 13 ahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagaian Kewenangan 
Walikota Kepada Koordinator UPT Kota Surakarta, sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 ahun 2007 tentang Perubahan kedua atas  
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 ahun 2005, dengan 20 (dua puluh) jenis 
perijinan dan 1 (satu) non perijinan yang menjadi kewenangannya. 
Pada bulan Desember 2008, berdasarkan Perda Kota Surakarta Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Surakarta, 
status kelembagaan UPT diubah dan ditingkatkan menjadi Kantor dengan nama 
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Surakarta. Secara lebih tegas, 
tugas pokok dan fungsi KPPT dipertegas berdasarkan Peraturan Walikota 
Surakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan 
Tata Kerja  Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Surakarta. Sebagai 
SKPD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan perijinan, 
KPPT Kota Surakarta dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang membawahkan: 
a. Subbagian Tata Usaha 
b. Seksi Pendaftaran 
c. Seksi Verifikasi 
d. Seksi Penerbitan Perijinan 
e. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Pengaduan 
f. Tim Teknis 
g. Kelompok Jabatan Fungsional, 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, KPPT kota Surakarta mempunyai 
fungsi: 
a. Penyelenggaraan kesekretariatan kantor 
b. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
c. Penyelenggaraan pendaftaran, verifikasi dan penerbitan perijinan 
d. Penyelenggaraan evaluasi, pelaporan dan pengaduan 
e. Penyelenggaraan sosialisasi 















































commit to user 
 
 
2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota  
     Surakarta 
a. Visi 
Dipercaya sebagai lembaga yang menjujung kesederhanaan, 
transparansi, ketepatan waktu dan kualitas dalam pelayanan publik 
b. Misi 
1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik 
2) Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam 
kegiatan publik 
3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan 
pelayanan publik 
4) Meningkatkan citra aparatur negara menjadi semakin positif   
 
3. Lingkungan Strategis 
    Adanya dukungan penuh dari Walikota dan segenap jajarannya yang 
diwujudkan dalam bentuk penerbitan surat keputusan mengenai pendelegasian 
kewenangan Walikota kepada kepala KPPT Kota Surakarta serta sambutan yang 
positif dari dunia usaha merupakan kekuatan pendorong bagi terwujudnya 
pelayanan prima. 
 Sebagai kelengkapan pelayanan perijinan dan non perijinan, KPPT Kota 
Surakarta memiliki sarana dan fasilitas pendukung operasional sebagai berikut: 
a. Gedung dengan ruangan yang nyaman berlokasi di komplek 
Balaikota Surakarta, Jl. Jendral Sudirman No.2 Surakarta 
b. 2 buah anjungan informasi (touch screen) 
c. 2 buah papan petunjuk berisi persyaratan tarif dan waktu 
penyelesaian ijin 
d. 16 unit komputer dan printer. 
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f. Uniform yang berbeda dari PNS. 
     Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerjanya, saat ini KPPT Kota 
Surakarta tengah menyempurnakan teknologi informasi dan proses sertifikasi ISO 
9001:2008 di bidang pelayanan. Dengan petugas yang berpenampilan menarik, 
ramah, menjamin bahwa setiap masyarakat yang datang ke KPPT Kota Surakarta 
akan terlayani dengan baik. 
 
4. Susunan Organisasi 
       Berdasarkan Perda Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang  Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Surakarta, struktur organisasi Kantor 
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    5. Capaian Kinerja KPPT Kota Surakarta 
Pencapaian dari kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu(KPPT) Kota 
Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel   Capaian Kinerja KPPT Kota Surakarta 
Tahun Capaian No. Indikator 
2007 2008 2009 
1. Jumlah pemohon ijin 10.044 10.995 10.115 
 Jumlah pemohon non ijin 
(PKMS) 
- 139.085 98.789 
2. Jumlah retribusi  (Rp) 5.630.900.381 8.282.284.766 6.248.223.789
3. Prosentase kepuasan 
pelanggan melalui 
survey Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
73,90 75,28 79,16 
Sumber dari KPPT Kota Surakarta 
 
Tabel   Capaian Kinerja khusus SIUP oeh KPPT Kota Surakarta 
Tahun Capaian No. Indikator 
2007 2008 2009 
1. Jumlah pemohon SIUP kecil 1.044 1.995 1.115 
2. Jumlah pemohon SIUP sedang - 139.085 98.789 
 Jumlah pemohon SIUP Besar    
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a. Pengertian 
 Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan 
kegiatan usaha disektor Perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan didirikan 
atau terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. 
 Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP) adalah surat izin untuk dapat 
melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 
 Tujuan diterbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan adalah pemberian 
legalisasi kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan 
yang berlaku. 
b. Dasar Hukum SIUP 
 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 
Tahun 2005 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada 
Koordinator Unit Pelayanan Terpadu Kota Surakarta; Peraturan Pemerintah No.41 
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No.24 tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap Permendagri 
No.20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 
Perizinan Terpadu di Daerah; Perda Kota Surakarta No.6 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;Keputusan Menteri 
PendayagunaanAparatur Negara Nomor : 63/KEP/M-PAN/7/2003 
TentangPelayanan Publik dan  Keputusan Menteri Pendayagunaan 
AparaturNegara Nomor : 25/KEP/M-PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum 
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat  Unit Pelayanan  Instansi Pemerintah; 
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.289/MPP/Kep/10/2001 
tentang Pedoman  Standar PemberianSurat Izin Usaha Perdagangan; Peraturan 
Daerah Nomor 9 Tahun  2003 tentang Izin Usaha Industri, Izin Usaha 
Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang; Keputusan Menteri Perdagangan RI 
No.36/M-DAG/Kep/10/2009 tentang Pedoman Standar Pemberian Surat Izin 
Usaha Perdagangan. 
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 1. SIUP untuk perusahaan berbentuk CV atau persekutuan 
a. Surat permohonan 
b. Rekomendasi dari Camat setempat 
c. Akte pendirian CV atau Firma yang sudah dilegalisir oleh pejabat 
berwenang 
d. Foto copy KTP pemilik perusahaan 
e. Foto copy NPWP 
f. Pas photo penanggung jawab/Direktur Utama/pemilik perusahaan 
ukuran 3x4 cm 2 lbr 
g. Foto copy surat keterangan tanah/surat perjanjian sewa tanah 
 
       2. SIUP untuk Koperasi 
a. Surat permohonan 
b. Rekomendasi dari Camat setempat 
c. Foto copy akte pendirian koperasi yang sudah mendapatkan 
pengesahan dari instansi yang berwenang 
d. Foto copy KTP dengan pengurus dan dewan pengawas koperasi 
e. Foto copy NPWP 
f. Pas photo penanggung jawab/Direktur Utama/pemilik perusahaan 
ukuran 3x4 cm 2 lbr 
g. Foto copy surat keterangan tanah/surat perjanjian sewa tanah 
h. Akte pendirian/perubahan koperasi 
i. Susunan dewan pengurus dan dewan pengawas 
 
3. SIUP untuk Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) 
a. Surat permohonan 
b. Rekomendasi dari Camat setempat 
c. Foto copy akte pendirian perusahaan yang disyahkan oleh Menteri 
Hukum dan HAM 
d. Foto copy KTP Direktur Utama atau penanggung jawab perusahaan 
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e. Foto copy NPWP 
f. Pas photo penanggung jawab/Direktur Utama/pemilik perusahaan  
g. ukuran 3x4 cm 2 lbr 
h. Foto copy surat keterangan tanah/surat perjanjian sewa tanah. 
i. Foto copy Surat keputusan pengesahan Badan Hukum dari Menteri 
Hukum dan HAM 
j. Neraca perusahaan 
 
4. SIUP untuk Perusahaan Perseroan Terbuka(Tbk) 
a. Surat permohonan 
b. Rekomendasi dari Camat setempat 
c. Foto copy SIUP sebelum menjadi Perseroan Terbuka 
d. Foto copy KTP Direktur Utama /pemilik perusahaan/penanggung 
jawab 
e. Foto copy NPWP 
f. Pas photo penanggung jawab/Direktur Utama/pemilik perusahaan 
ukuran 3x4 cm 2 lbr 
g. Foto copy surat keterangan tanah/surat perjanjian sewa tanah 
h. Foto copy akte notaris pendirian dan perubahan perusahaan dan 
Surat persetujuan status perseroan tertutup menjadi perseroan 
terbuka dari Kementerian Hukum dan HAM 
i. Surat Keterangan dari pengawas pasar modal bahwa perusahaan 
yang bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas 
dan terbuka 
j. (STP-LKTP) tahun buku terakhir 




 5. SIUP untuk perusahaan perorangan 
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b. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah 
c. Foto copy KTP pemilik perusahaan 
d. Foto copy NPWP 
e. Pas photo penanggung jawab/Direktur Utama/pemilik perusahaan 
ukuran 3x4 cm 2 lbr 
f. Foto copy surat keterangan tanah/surat perjanjian sewa tanah 
Besarnya Tarif Retribusi 
Tabel Besarnya retribusi SIUP ditetapkan sebagai berikut: 
No. Jenis Retribusi Jumlah (Rp.) 
1. SIUP Golongan Kecil 100.000,- 
2. SIUP Golongan Menengah 150.000,- 
3. SIUP GolonganBesar 300.000,- 
4. SIUP GolonganPerseroan Terbuka(Tbk) 300.000,- 
 
2. Susunan Pemerintah di Kota Surakarta. 
Kota Surakarta dipimpin oleh seorang Walikota yang didampingi seorang 
Wakil Walikota. Walikota Kota Surakarta. 
Dalam menjalankan tugasnya, Walikota dibantu oleh perangkat 
pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, 
Dinas, Satuan Kerja, Kecamatan dan perangkat daerah lainnya. 
Pembentukan perangkat daerah Kota Surakarta ditetapkan berdasarkan 
pada : 
¾ Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pemekaran Wilayah. 
¾ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
¾ Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
¾ Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kota Surakarta. 
¾ Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang 
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¾ Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta. 
¾ Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kota 
Surakarta. 
¾ Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Surakarta 
¾ Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Kota Surakarta 
¾ Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas, 
Pokok Fungsi Tata Kerja Kota Surakarta     
Kota Surakarta sebagai daerah otonom saat ini memiliki 25 (dua puluh 
lima) Satuan Kerja pelaksana pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari 2 
Sekretariat, 2 Badan dan 11 Dinas, dan 3 Kecamatan, adapun lebih lengkapnya 
adalah sebagai berikut : 
1. Sekretariat Daerah 
a. Asisten Pemerintahan 
b. Asisten Administrasi 
1) Bagian Tata Pemerintahan 
2) Bagian Hukum dan Organisasi 
3) Bagian Sosial dan Pemberdayaan Perempuan 
4) Bagian Kepegawaian 
5) Bagian Keuangan 
6) Bagian Umum dan Penengkapan 
7) Bagian Bina Sarana Perekonomian 
2. Sekretariat Dewan Rerwakilan Rakyat Daerah 
 
 
3. Badan - Badan 
a. Badan pengawasan Daerah 
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4. Dinas-Dinas 
a. Dinas Pendapatan Daerah 
b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
c. Dinas Kesehatan 
d. Dinas Pertanian 
 
B. Pemikiran Good Local Governance dalam Pelayanan Publik 
Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang 
dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, selama ini didasarkan pada 
pemikiran rule government (pendekatan legalitas).Dalam merumuskan, menyusun 
dan menetapkan kebijakan senantiasa didasarkan pada pendekatan prosedur dan 
keluaran (out put), serta dalam prosesnya menyandarkan atau berlindung pada 
peraturan perundang-undangan atau mendasarkan pada pendekatan legalitas. 
Penggunan rule government atau pendekatan legalitas, dewasa ini cenderung 
mengedepankan prosedur, hak dan kewenangan atas urusan yang dimiliki 
(kepentingan pemerintah daerah), dan kurang memperhatikan prosesnya. 
Pengertiannya, dalam proses merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan, 
kurang optimal melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan birokrasi, 
maupun masyarakat (stakeholder).  
Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik 
menurut good local governance, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh 
pemerintah daerah berdasarkan pendekatan rule government (legalitas), atau 
hanya untuk kepentingan pemeintahan daerah. Pemikiran good local governance, 
mengedepankan proses dan prosedur, dimana dalam proses persiapan, 
perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan senantiasa 
mengedepankan kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan (stakeholder ). Pelibatan elemen pemangku kepentingan di 
lingkungan birokrasi sangat penting, karena merekalah yang memiliki kompetensi 
untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Pelibatan 
masyarakat juga harus dilakukan, dan seharusnya tidak dilakukan formalitas, 
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secara optimal melalui berbagai teknik dan kegiatan, termasuk di dalam proses 
perumusan dan penyusunan kebijakan.  
Penyelenggaraan tata kepemerintahan daerah yang baik (good local 
governance), pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku 
kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan 
masyarakat.Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, adalah pemerintah 
yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat.Esensi tata kepemerintahan daerah yang baik (good 
local governance) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, 
hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang 
ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus 
masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik. 
Kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah sangat strategis dalam 
upaya mewujudkan kepemerintahan daerah yang baik, dengan demikian 
pelayanan publik memiliki nilai strategis dan menjadi prioritas untuk 
dilaksanakan.Dan Menjadi pertanyaan, apakah fungsi pemerintahan yang lainnya 
tidak strategis dan tidak prioritas?Bukankah dalam penyelenggaraan pemerintahan 
juga banyak masalah yang mendesak yang harus ditangani?Jawabannya tidak 
sederhana.Tetapi kalau kita memahami essensi tata kepemerintahan daerah yang 
baik danhubungannya dengan tujuan pemberian otonomi daerah, maka sebenarnya 
jelas arahnya, yaitu pemerintah daerah diberi tugas dan fungsi, serta 
tanggungjawab dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang 
baik.Beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik (khususnya dibidang 
perizinan dan non perizinan) menjadi strategis, dan menjadi prioritas sebagai 
kunci masuk untuk melaksanakan kepemerintahan daerah yang baik di 
Indonesia.Salah satu pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis 
dan prioritas untuk ditangani adalah, karena dewasa ini penyelenggaraan 
pelayanan publik sangat buruk dan signifikan dengan buruknya penyelenggaraan 
good local governance. 
Dampak pelayanan publik yang buruk sangat dirasakan oleh warga dan 
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terhadap kinerja pelayanan pemerintah. Buruknya pelayanan publik, 
mengindikasikan kinerja manajemen pemerintahan daerah yang kurang baik. 
Kinerja manajemen pemerintahan yang buruk, dapat disebabkan berbagai faktor, 
antara lain: -ketidakpedulian dan rendahnya komitmen top pimpinan, -pimpinan 
manajerial atas, menengah dan bawah, -serta aparatur penyelenggara 
pemerintahan lainnya untuk berama-sama mewujudkan tujuan otonomi daerah.    
Selain itu, kurangnya komitmen untuk menetapkan dan melaksanakan 
strategi dan kebijakan meningkatkan kualitas manajemen kinerja dan kualitas 
pelayanan publik.Meningkatnya kualitas pelayanan publik, sangat dipengaruhi 
oleh kepedulian dan komitmen pimpinan/top manajer dan aparat penyelenggara 
pemerintahan untuk menyelenggarakan kepemerintahan daerah yang baik. 
Perubahan signifikan pelayanan publik, akan dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat dan berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat 
kepada pemerintah daerah. Terselenggaranya pelayanan publik yang baik, 
memberikan indikasi membaiknya kinerja manajemen pemerintahan, disisi lain 
menunjukan adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh terhadap perubahan 
yang lebih baik terhadap sikap mental dan perilaku aparat pemerintahan yang 
berorientasi pada pelayanan publik. Tidak kalah pentingnya, pelayanan publik 
yang baik akan berpengaruh untuk menurunkan atau mempersempit terjadinya 
KKN dan pungli yang dewasa ini telah merebak di semua lini ranah pelayanan 
publik, serta dapat menghilangkan diskriminasi dalam pemberian pelayanan.  
Dalam konteks pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, 
perbaikan atau peningkatan pelayanan publik yang dilakukan pada jalur yang 
benar, memiliki nilai strategis dan bermanfaat bagi peningkatan dan 
pengembangan investasi dan mendorong kegiatan pembangunan yang dilakukan 
oleh masyarakat luas (masyarakat dan swasta). Pemikiran good local governance, 
dewasa ini merasuk di dalam pikiran sebagian besar stakeholder pemerintahan di 
pusat dan daerah, dan menumbuhkan semangat pemerintah daerah untuk 
memperbaiki dan meningkatkan kinerja mamajemen pemerintahan daerah, guna 
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Banyak pemerintah daerah yang telah 
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kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip good local governance. 
Pemikiran good local governance menjadi relevan dan menjiwai kebijakan 
pelayanan publik di era otonomi daerah yang diarahkan untuk meningkatkan 
kinerja manajemen pemerintahan, mengubah sikap mental, perilaku aparat 
penyelenggara pelayanan serta membangun kepedulian dan komitmen pimpinan 
daerah dan aparatnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik 
yang berkualitas.  
 
C. Penyelenggaraan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu(KPPT) 
Dalam Penerbitan SIUP Di Kota Surakarta Berdasarkan Asas-Asas Umum 
Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik (Good local governance). 
           Penyelenggaraan pemerintahan pada kenyataan memiliki banyak ragam 
serta  tingkat kerumitannya tergantung pada jenis dan jenjang pemerintahan yang 
di jabat. Dalam hal ini adalah penyelengaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kota 
Surakarta khususnya dalam penerbitan SIUP. Berbicara mengenai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik memang menyulitkan, 
mengingat tidak adanya peraturan hukum yang secara eksplisit menyatakan 
tentang penyelenggaraan yang baik. Namun juga harus memperhatikan Asas-asas 
umum pemerintahan yang baik tersebut sebagai ukuran standard penyelenggaraan 
pemerintah daerah yang baik khususnya dalam penerbitan SIUP di Kota Surakarta. 
Istilah asas-asas umum pemerintahan Indonesia yang adil belum pernah 
dirumuskan secara formal dalam bentuk tertulis dan sangat jarang atau bahkan 
belum pernah ditemukan secara eksplisit tertulis dalam peraturan perundang-
undangan Indonesia. Namun apabila dilacak penjabarannya akan ditemukan 
bermacam-macam bentuk penerbitan dari asas-asas umum pemerintahan yang adil 
itu. Asas-asas itu secara materiil banyak ditemukan berserakan diberbagai 
peraturan perundang-undangan Indonesia dan yurisprudensi. Karena itu asas-asas 
yang telah dijabarkan tersebut tidak saja memiliki daya mengikat secara moral dan 
doktrinal, bahkan mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis ( SF. Marbun dan 
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Dengan demikian dapat dijadikan sebagai sumber hukum administrasi 
formal. Asas-asas umum pemerintahan daerah yang baik merupakan kaidah atau 
norma yang berlaku didalam lingkungan tindakan pemerintahan yang dilakukan 
oleh setiap organ pemerintahan berdasarkan wewenang pemerintahan yang 
melekat kepadanya. Untuk itu asas-asas ini dipahami, diikuti dan dijadikan 
pedoman bagi organ pemerintahan sebelum melakukan tindakan pemerintahan 
termasuk dalam menerbitkan SIUP. Untuk itu apa yang oleh masyarakat dianggap 
sebagai norma-norma yang selayaknya dilakukan oleh organ pemerintahan dalam 
melakukan tindakannya, sudah sepatutnya diperhatikan, demikian halnya oleh 
Pemerintah Kota Surakarta dalam menerbitkan SIUP. Asas legalitas dalam hukum 
administrasi pada prinsipnya mengarahkan setiap tindakan yang dilakukan oleh 
organ pemerintahan harus mengindahkan dasar-dasar keabsahan dan sasaran yang 
jelas dari setiap tindakan pemerintahan tersebut harus bertumpu pada norma 
hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 
Dalam hal ini hendaklah disadari bahwa asas legalitas sebagai dasar 
penggunaan wewenang bukanlah merupakan suatu sistem tertutup tetapi suatu 
sistem yang terbuka. Artinya norma hukum yang tidak tertulis harus dipatuhi 
dalam rangka penggunaan wewenang yang masih dalam batas-batas tertentu 
masih memiliki ruang kebebasansekaligus diuji keabsahan tindakan yang 
dilakukan organ pemerintahan, pula sebagai alasan mengajukan gugatan terhadap 
tindakan pemerintahan sangat dibutuhkan untuk menerapkan kewenangan bebas 
sekaligus untuk menguji keabsahan tindakan gugatan terhadap tindakan 
pemerintahan yang dianggap merugikan. 
Konsep kewenangan sebagai konsep hukum publik, pada dasarnya 
mensyaratkan hal-hal penilaian dan pengujian keabsahan tindakan pemerintahan 
sebagai tindakan hukum publik dengan menggunakan sarana norma-norma hukum 
publik, baik tertulis (undang-undang) maupun tidak tertulis (asas-asas umum 
pemerintahan yang baik). Asas tersebut berisi apa yang oleh masyarakat 
(kesadaran hukum umum) menilai hal-hal yang sepatutnya dilakukan oleh organ 
pemerintah dalam melakukan tindakan pemerintahan. Sehubungan dengan hal 
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a. Pemerintahan Yang Baik harus berpedoman/mepedomani Peraturan 
Perundang-undangan. 
b. Pemerintahan Yang Baik harus berpedoman/mepedomani Asas-asas 
Umum Pemerintahan Yang Baik. 
Sebagai hukum yang tidak tertulis Asas-asas umum pemerintahan daerah 
yang baik merupakan hasil dari rechtvinding. Sebagai norma pemerintahan Asas-
asas umum pemerintahan yang baik merupakan jenis norma khusus. Persoalan ini 
bisa dicontohkan dengan tugas pokok petugas pelayanan SIUP yang memiliki 
wewenang untuk melakukan tindakan penerbitan SIUP sebagaimana diatur dalam 
Perda. Perlu ditekankan disini bahwa isi dari Perda adalah norma kewenangan, 
yaitu norma pemerintahan. Dan patut memperhatikan asas asas umum 
pemerintahan daerah yang baik berupa asas kecermatan. Sebelum membicarakan 
lebih lanjut tentang keadaan dan pelaksanaan penerbitan SIUP dengan 
memperhatikan  
Asas-asas umum pemerintahan daerah yang baik di Kota Surakarta, maka 
dalam keputusan hukum administrasi, Asas-asas umum pemerintahan daerah yang 
baik disistematisasi atau klasifikasi antara lain sebagai berikut(SF Marbun): 
1. asas-asas formal mengenai pembentukan keputusan yang meliputi : 
- asas kecermatan formal 
- asas fairplay 
2. Asas formal mengenal formulasi keputusan yang meliputi: 
- asas pertimbangan 
- asas kepastian hukum formal 
3. asas-asas material mengenai isi keputusan yang meliputi: 
- asas kepastian hukum 
- asas kepercayaan atau asas harapan-harapan yang telah ditimbulkan 
- asas persamaan 
- asas kecermatan material 
- asas keseimbangan 
Kiranya asas-asas tersebut dapat dijadikan pedoman dan tolak ukur, 
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dan hukum positif lainnya. Asas-asas umum pemerintahan Indonesia yang adil 
dan patut itu dirinci sebagai berikut(SF Marbun) : 
1. Asas persamaan; 
2. Asas keseimbangan, keserasian, keselarasan; 
3. Asas menghormati dan memberikan haknya setiap orang; 
4. Asas ganti-rugi karena kesalahan; 
5. Asas kecermatan; 
6. Asas kepastian hukum; 
7. Asas kejujuran dan keterbukaan; 
8. Asas larangan menyalahgunakan wewenang; 
9. Asas larangan sewenang-wenang; 
10. Asas kepercayaan atau pengharapan; 
11. Asas motivasi; 
12. Asas kepantasan atau kewajaran; 
13. Asas pertanggung jawaban; 
14. Asas kepekaan; 
15. Asas penyelenggaraan kepentingan umum; 
16. Asas kebijaksanaan; 
17. Asas itikad baik; 
Untuk lebih jelasnya akan diuraikan secara lebih jelas lagi pengertian pada tiap-
tiap asas, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 
1. Asas persamaan 
Asas persamaan dijadikan salah satu arti dari keadilan dengan penafian 
terhadap pembedaan apapun. Hal ini perlu dijelaskan karena apabila dengan 
persamaan menjadi bentukbentuk beragam tidak terjaga untuk dimiliki dan 
mengharuskanmemandang setiap orang dengan pandangan yang sama, ini dapat 
berarti keadilan adalah kezaliman itu sendiri. Apabila suatu pemberian yang sama 
dipandang adil maka tidak memberikan sesuatu kepada semuanya berarti juga adil.  
Persamaan maksudnya adalah memelihara persamaan ketika hak 
memilikinya sama atau terhadap kejadian yang sama dan fakta yang sama, 
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menghadapi kasus atau fakta yang sama, badan/pejabat tata usaha negara 
mengambil tindakan (keputusan) yang sama pula. Asas ini sepintas dapat 
menimbulkan kekaburan bilamana dihadapkan dengan pendapat asas kasuistis 
dalam melaksanakan tindakan di bidang administrasi negara. Artinya suatu 
peristiwa tertentu tidak dapat diberlakukan terhadap peristiwa lainnya. Dengan 
demikian prinsip kasuistis ini sesungguhnya menghendaki perbedaan tindakan 
atau keputusan tersendiri atas peristiwa tertentu sehingga keputusan itupun tidak 
berlaku umum. 
Kekaburan pengertian terhadap asas kasuistis ini dapat diatasi dengan 
berpegang pada sikap bahwa badan/pejabat tata usaha negara tetap bertindak 
secara kasuistis (terhadap berbagai fakta) dalam menghadapi masalah-masalah 
pada bidangnya masing-masing, namun bersamaan dengan itu harus dijaga pula 
agar dalam menghadapi peristiwa dan fakta yang sama janganlah sampai 
badan/pejabat tata usaha negara mengambil tindakan/keputusan yang sifatnya 
saling bertentangan. Dalam menghadapi pemohon SIUP maka Pemerntah Kota 
Surakarta harus memperlakukan sama antara satu pemohon dengan pemohon yang 
lain. 
2. Asas keseimbangan, keserasian, keselarasan 
Hukum, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan lainnya.Kesemuanya 
aktivitas itu harus diletakkan dan didistribusikan secara seimbang. Pancasila 
sebagai pandangan hidup, kepribadian negara dan bangsa pada dasarnya 
mengandung prinsip keseimbangan, keserasian dan keselarasan. prinsip 
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan tersebut sebagai asas Pembangunan 
Nasional. 
Penjabaran asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan ini ditemukan 
pula pada Konsiderans dan Penjelasan UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara. 
Dalam Undang-undang ini disebutkan perlunya diwujudkan dan dijamin 
terpeliharanya hubungan yang seimbang, serasi dan selaras antara aparatur 
dibidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Untuk itu setiap 
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oleh asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Demikian pula dalam 
timbulnya benturan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan 
masyarakat atau kepentingan umum. 
Asas keseimbangan keserasian dan keselarasan ini harus pula dilaksanakan 
dalam memberikan denda terhadap pemohon SIUP yang melanggar perda yang 
dijatuhkan oleh seorang petugas yang berwenang berkaitan dengan SIUP. 
3. Asas menghormati dan memberikan haknya setiap orang 
Asas ini pada dasarnya mengharuskan setiap orang menghormati, 
melindungi, menegakkan dan memberikan apa yang menjadi haknya orang lain, 
baik secara individual maupun secara kelompok disebut hak sosial atau keadilan 
sosial termasuk mendapatkan SIUP. 
4. Asas ganti-rugi karena kesalahan 
Asas ini pada dasarnya menghendaki agar terhadap seseorang yang 
mengalami kerugian moril maupun materiil akibat kesalahan yang dilakukan oleh 
badan/pejabat tata usaha negara, berhak untuk memperoleh ganti rugi dan 
rehabilitasi. Sebaliknya bagi badan/pejabat tata usaha negara wajib untuk 
membayar ganti rugi dan rehabilitasi atas kesalahan yang dilakukannya. 
Demikian pula halnya bagi pemerintah yang terlambat mengeluarkan 
SIUP maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka selayaknya harus 
tepat dalam mengeluarkan SIUP. 
5. Asas Kecermatan 
Asas ini menghendaki agar badan/pejabat tata usaha negara senantiasa 
bertindak secara berhati-hati agar tidak dapat menimbulkan kerugian bagi warga 
masyarakat. Timbulnya kerugian itu dapat terjadi baik karena akibat tidak 
mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimohonkan atau karena tidak 
melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukannya. Misalnya salah dalam 
menuliskan identitas pemohon SIUP yang dapat berakibat error in persona / orang 
yang dituju Ijin tersebut menjadi tidak jelas. 
6. Asas kepastian hukum 
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a. Dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu 
keputusan badan/pejabat tata usaha negara dan keputusan itu tidak akan 
dicabut kembali oleh badan/pejabat usaha negara, meskipun surat 
keputusan itu mengandung kekurangan. Jika badan/pejabat tata usaha 
negara dapat sewaktu waktu mencabut atau membatalkan suatu surat 
keputusan yang telah dikeluarkannya. Tindakan demikian kecuali dapat 
merugikan penerima surat keputusan juga dapat menimbulkan hilangnya 
kepercayaan masyarakat terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh 
badan/pejabat tata usaha negara. Karena ketiadaan kepastian hukum 
masyarakat akan selalu meragukan setiap tindakan yang dilakukan oleh 
badan/pejabat tata usaha negara. Masyarakat akan selalu dibayangi 
keraguan terhadap suatu hak yang telah diperolehnya, karena hak tersebut 
sewaktu-waktu dapat saja dicabut atau dibatalkan kembali oleh 
badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan ataupun oleh atasanya. 
Karena itu adanya klausule dalam setiap surat keputusan tata usaha negara 
yang berbunyi : “jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat 
keputusan ini, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali” merupakan 
hal yang keliru, tidak bermanfaat dan mubazir, sebab dapat menggoyahkan 
sendi-sendi kepastian hukum.Ketentuan hukum administratif yang berlaku 
menyatakan bahwa demi kepastian hukum setiap keputusan badan/pejabat 
tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, 
karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan 
sebaliknya dan dinyatakan sebagai keputusan yang melawan hukum oleh 
hakim peradilan tata usaha negara.  
Asas ini merupakan salah satu asas dalam Hukum Administrasi dan 
peradilan tata usaha negara. Dengan demikian asas ini mempertegas 
bahwa terhadap suatu kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh 
badan / pejabat tata usaha negara merupakan resiko yang harus ditanggung 
oleh badan / pejabat tata usaha negara tersebut, bukan sebaliknya resiko 
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b. Suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan / pejabat tata usaha 
negara tidak boleh diberlakukan surut terhadap suatu keadaan atau objek 
tertentu, utamanya terhadap hal-hal yang bersifat membebankan dan 
merugikan pihak penerima keputusan. Meskipun keputusan tata usaha 
negara berlaku surut itu bersifat menguntungkan, tetapi tindakan demikian 
dilihat dari segi kepastian hukum tetap merupakan tindakan yang dapat 
menimbulkan akibat goncangnya sendi-sendi kepastian hukum. 
Dalam hal permohonan SIUP kepastian hukum dicerminkan dalam 
kepastian prosedur dan tahapan, kepastian rumus penghitungan biaya, dll. 
7. Asas Kejujuran dan Keterbukaan 
Asas kejujuran atau keterbukaan atau permainan yang layak, sering juga 
disebut asas fair play. Istilah fair play ini agak sukar dicarikan padanannya yang 
tepat dalam bahasa Indonesia. Asas ini mungkin lebih tetap dikaitkan dengan asas 
demokrasi. Umumnya asas ini dimasukkan sebagai asas formal dalam 
pembentukan suatu keputusan tata usaha negara. Jika asas fair play dikaitkan 
dengan asas demokrasi, maka asas ini berarti menghendaki adanya partisipasi 
atau keterlibatan warga dalam setiap pengambilan keputusan. Karena itu 
penerapan asas ini harus pula ditopang dengan keterbukaan, kejujuran dan 
permainan yang layak. 
Asas fair play dapat pula berarti pejabat tata usaha negara memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnys kepada warga masyarakat untuk memperoleh 
informasi yang benar dan adil, bahkan sekaligus berkesempatan memberikan 
respons atau suatu informasi yang kurang jelas atau tidak benar, sehingga dapat 
memberikan kesempatan yang luas untuk menuntut kebenaran dan keadilan. 
Dengan asas fair play diharapkan dapat diantisipasi kemungkinan petugas 
pelayanan SIUP memberikan informasi yang kurang jelas, menyesatkan, berat 
sebelah atau subjektif. Badan/pejabat tata usaha negara tidak boleh menghalang-
halangi warga dalam membela hak-haknya, juga tidak boleh sampai timbul kesan 
memihak. 
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Asas larangan menyalahgunakan wewenang. Pemberian  setiap (suatu) 
wewenang oleh peraturan perundang-undangan didalamnya selalu disertai dengan 
maksud atau tujuan diberikannya wewenang tersebut. Karena itu, suatu 
kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut harus 
dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Jika 
kemudian wewenang itu dipergunakan lain dari maksud dan tujuan semula 
diberikannya wewenang tersebut, maka penggunaan wewenang yang 
disalahgunakan. Dengan demikian, pemberian suatu wewenang pada dasarnya 
harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan wewenang itu harus 
dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, 
sehingga wewenang itu tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi. 
Penerbitan Petugas Pelayanan dalam memberikan SIUP berdasarkan asas ini 
adalah dengan tidak melakukan pungutan liar diluar biaya resmi yang ditentukan 
dalam permohonan SIUP. 
9. Asas Larangan Sewenang-Wenang 
Asas larangan berbuat sewenang-wenang dalam bahasa Belanda disebut 
willekeur. Artinya jika saja suatu tindakan dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan itu tidak sampai pada 
tindakan sewenang-wenang. 
Timbulnya tindakan sewenang-wenang dapat terjadi karena : -tidak semua 
fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan, sehingga kurang lengkap, 
misalnya keputusan penolakan permohonan SIUP oleh seorang pegawai 
Pemerintah Kota Surakarta dengan tidak memberikan alasan dan pertimbangan 
sehingga tindakan itu merupakan tindakan sewenang-wenangan, pemerintah Kota 
Surakarta menghindari sebaik mungkin adanya kesewenang-wenangan dalam 
Penolakan / Pemberian SIUP yang dimohonkan. 
 
 
10. Asas kepercayaan atau pengharapan 
Asas kepercayaan dan pengharapan menentukan bahwa setiap tindakan 
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penghargaan bagi mereka yang dikenai tindakan itu. Suatu kepercayaan atau 
pengharapan yang terlanjur diberikan kepada seseorang hendaknya tidak dicabut 
kembali, meskipunternyata terdapat kekhilafan atau kekeliruan di dalamnya. Jika 
akibat kekhilafan atau kekeliruan itu menimbulkan kerugian, hendaknya kerugian 
tidak dibebankan kepada mereka yang terlanjur menerima kepercayaan atau 
pengharapan itu. Kerugian yang ditimbulkan itu hendaklah ditanggung secara 
konsekuen oleh badan / pejabat tata usaha negara terikat akan janjinya. 
Dalam hal permohonan SIUP Pemerintah Kota Surakarta memberikan 
keterbukaan agar menumbuhkan kepercayaan bahwa pelayanan SIUP menjadi 
mudah dan cepat. 
11. Asas Motivasi 
Asas motivasi merupakan salah satu asas penting dalam hukum 
administrasi negara, utamanya dalam mewujudkan suatu pembuatan pemerintah 
yang dituangkan dalam suatu bentuk keputusan (beschikking). Setiap keputusan 
badan / pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan harus didasari dengan alasan 
dan alasanya harus jelas, terang, benar, objektif dan adil. Motivasi perlu 
dimasukkan agar setiap orang dapat dengan mudah mengetahui alasan atau 
pertimbangan dikeluarkannya keputusan badan / pejabat tata usaha negara tersebut, 
terutama bagi pihak yang terkena langsung keputusan itu, sehingga mereka yang 
tidak puas dapat mengajukan keberatan atau banding dengan menggunakan 
alasan/pertimbangan atau motivasi dikeluarkannya keputusan badan/pejabat tata 
usaha negara itu sebagai titik pangkal pembahasannya. Jadi inti dari asas motivasi 
bahwa seseorang yang terkena keputusan tata usaha negara dan merasa dirugikan 
oleh keputusan itu berhak untuk memperoleh alasan atau pertimbanganya. 
Demikian pula bagi Hakim peradilan tata usaha negara akan dengan mudah 
memberikan penilaiannya atas suatu keputusan tata usaha negara yang 
disengketakan dengan membaca motivasinya. Motivasi itu dicantumkan dalam 
bagian konsiderans atau bagian menimbang dalam setiap surat keputusan 
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Alasan penolakan SIUP selalu diikuti dengan pertimbangan/motivasi yang 
dicantumkan dengan tegas pada surat penolakan permohonan SIUP, hal ini guna 
memenuhi asas motivasi. 
12. Asas Kepantasan atau Kewajaran 
Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi 
dalam hal ini petugas pelayanan SIUP (Pemerintah Kota Surakarta) hendaknya 
selalu dilakukan dalam batas-batas kepantansan, kewajaran atau kepatutan yang 
hidup dalam masyarakat. Kepatutan berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam 
masyarakat, agama, kebiasaan, budaya, sosial, ekonomi dan adat istiadat, 
misalnya keputusan mengenai pembayaran denda yang sangat kecil harganya, 
sehingga ganti rugi dapat dinilai tidak pantas, tidak wajar atau tidak patut. 
13. Asas Pertanggung Jawaban 
Asas pertanggung-jawaban menghendaki setiap tindakan badan/pejabat 
adminstrasi termasuk mengeluarkan SIUP harus dapat dipertanggungjawabkan, 
baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, yakni asas-
asas umum pemerintahan yang adil dan layak. Sebagai pejabat administrasi negara 
yang baik dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam rangka menjelmakan 
penyelenggaraan pemerintah yang stabil, bersih dan berwibawa. 
14. Asas Kepekaan 
Asas-asas umum pemerintahaan yang adil dan layak sebagai salah satu 
sumber hukum administrasi negara tidak tertulis, lebih bersifat dinamis dalam 
mengikuti perkembangan baru, situasi yang berubah dan berkembang dengan 
cepat dibandingkan dengan hukum tertulis. Karena itu pejabat tata usaha negara 
harus pula peka, tanggap dan peduli terhadap perubahan dan perkembangan 
situasi tersebut. Hendaknya dihindari sikap tindak pejabat tata usaha negara yang 
tidak sensitif, tidak tanggap terhadap situasi yang telah berubah, sehingga 
akibatnya menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Misalnya seorang 
warga memasukkan permohonan SIUP kepada suatu instansi tanpa mengetahui 
bahwa instansi tersebut bukan instansi berwenang mengurus permohonan itu, baik 
sejak semula maupun karena terjadi perubahan dalam instansi itu. Untuk itu 













































commit to user 
mengirim permohonan itu kepada instansi yang berwenang serta wajib 
memberitahukannya kepada pemohon. 
15. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum 
Asas penyelenggaraan kepentingan umum sejalan dengan tujuan 
pemerintahan negara Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Karena 
itu tujuan utama administrasi negara haruslah mewujudkan tujuan pemerintahan 
negara Republik Indonesia tersebut, yakni mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur. Sikap tindak pejabat tata usaha negara harus dibangun atas pengabdian 
dan kesetiaanya terhadap tujuan negara, artinya tidak untuk kepentingan 
individual dan atau sekelompok orang tertentu. Meskipun demikian Pancasila 
yang meletakkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian harus tetap menjadi 
pedoman dalam bertindak. 
16. Asas Kebijaksanaan  
Asas kebijaksanaan diperlukan oleh administrasi negara, fungsi utamanya 
adalah mengisi kekosongan dan atau kekurangan peraturan perundang-undangan. 
Kebijaksanaan yang dituangkan dalam bentuk tertulis disebut beleidregel, freies 
Ermessen atau policy rule atau Peraturan Kebijaksanaan. 
17. Asas itikad baik 
Setiap tindakan badan / pejabat tata usaha negara harus dilandasi itikad 
baik untuk menjelmakan masyarakat adil dan makmur. Itikad baik tersebut 
terutama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dengan berdasarkan persatuan. Artinya segenap bangsa Indonesia 
termasuk setiap rakyat Indonesia. Pelaksanaan penerbitan SIUP di Kota Surakarta 
belum sepenuhnya memenuhi ketentuan good local governance untuk itu selalu 
diusahakan agar tetap berdasarkan pada Asas-asas umum pemerintahan daerah 




D. Faktor-Faktor Kendala Penerbitan SIUP oleh KPPT dalam rangka Good 
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Menurut Soerjono Soekanto (1983:88) mengatakan bahwa, tidak jarang 
bahwa orang akan mempersoalkan masalah efektifitas hukum apabila yang 
dibicarakan adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat. Inti dari pada pengaruh 
hukum terhadap masyarakat adalah perilaku masyarakat yang sesuai dengan 
hukum yang berlaku atau yang telah diputuskan. Kalau masyarakat berperilaku 
sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum maka dapatlah 
dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif. Dengan kata lain, 
suatu hukum dikatakan efektif apabila terjadi hukum tersebut memberikan 
dampak yang positif atau dengan kata lain hukum tersebut dapat mencapai 
sasarannya di dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia (sehingga 
menjadi perilaku hukum). 
 Akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah sedemikian sederhananya, 
karena terdapat berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhinya. Peraturan-
peraturan hukum dan tindakan-tindakan lembaga pelaksana hukum hanya 
menetapkan mengenai salah satu segi saja dalam lingkungan tersebut.Suatu 
perangkat peraturan hukum hanya akan menimbulkan tingkah laku bila peraturan 
hukum itu ditetapkan berdasarkan kehendak sebagai variabel bebas, sedangkan 
faktor-faktor lain merupakan kondisi-kondisi.  
Oleh karena itu harus diterima sebagai suatu kebenaran bahwa semua 
unsur-unsur non hukum yang mempengaruhi pemilihan dan identifikasi perangkat 
peraturan hukum merupakan variabel operasional atau sebab atau penjelasan. 
Bertolak dari apa yang telah diuraikan di atas maka dalam pembahasan tentang 
faktor-faktor penyebab tidak efektifnya peraturan penerbitan SIUP Kota Surakarta 
dapat disebabkan oleh beberapa faktor : 
1). Faktor Peraturan Perundang-undangan : Lemahnya Aspek Sosiologis  
     dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang SIUP. 
Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang SIUP sebagai suatu bentuk 
peraturan hukum tertulis dibuat untuk menegakkan perilaku dalam mendirikan 
bangunan hanya dapat berfungsi secara efektif apabila apabila memenuhi tiga 
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a. Syarat filosofis, yaitu bahwa hukum dapat memberikan keadilan bagi 
masyarakat yang dijadikan sasarannya. Tidak boleh suatu hukum 
menimbulkan diskriminasi tehadap beberapa individu atau kelompok 
masyarakat tertentu. 
b. Syarat yuridis lebih menekankan pada segi kepastiaan hukumnya.  
Kepastian hukum merupakan suatu ukuran/derajat yang mementukan 
ketegasan atau kejelasan dari suatu ketentuan hukum tentang hak dan 
kewajiban orang/badan hukum (subyek hukum) dalam kehidupan 
masyarakat, tentang apa-apa tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat 
penegak hukum terhadap perbuatan yang melawan hukum dan terhadap 
pelakunya, dan lan-lain. Adanya kepastian hukum tersebut dapat diukur 
dari ada atau tidaknya peraturan hukum itu sendiri serta sinkronisasi 
dengan peraturan hukum yang ada di atasnya. 
c. Syarat sosiologis, yaitu bahwa suatu hukum dapat berfungsi apabila 
norma-norma yang masih bersifat abstrak seperti yang termuat dalam 
pasal-pasalnya diterapkan oleh para pelaksananya baik masyarakat 
maupun aparat penegak hukumnya. Dalam kaitanya dengan permasalahan 
pada tidak efektifnya Peraturan daerah dalam mendisiplinkan masyarakat 
untuk memohonkan ijin sebelum membangun bangunan, ketiga syarat 
tersebut belum terpenuhi seluruhnya, khususnya dalam hal ini syarat 
sosiologis. Dalam hal syarat sosiologis, Peraturan Daerah Kota Surakarta 
berkaitan dengan SIUP ternyata belum dapat diPenerbitankan dengan baik 
oleh aparat   pelaksananya dan masyaraka Kota Surakarta itu sendiri. 
Penyebab utamanya adalah belum tersosialisasinya perda SIUP tersebut 
kepada masyarakat dengan jelas dan tegas, hal ini menyebabkan keragu-
raguan masyarakat yang mengajukan SIUP baik berkaitan perlu atau 
tidaknya serta berkaitan biaya dan prosedur. 
 
 
2). Faktor Aparat : Petugas Pelayanan SIUP sebagai Lembaga Penegakan  
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Lembaga penegakan hukum (Legal Structure) merupakan salah satu unsur 
yang cukup penting terlaksananya upaya penegakan hukum. Lembaga penegakan 
hukum tidak hanya berupa lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan) tetapi juga lembaga non peradilan, tidak juga hanya lembaga 
penegakan hukum yang represif saja tetapi juga preventif, dan tidak juga hanya 
lembaga penerapan sanksi tetapi juga lembaga pengawasan (H.A.S. Natabaya). 
Ketiga lembaga tersebut diatas (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) 
harus menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan peraturan 
perundangundangan. Apabila ketiga tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan 
baik /sesuai peraturan perundang-undangan maka upaya penegakan hukum 
terhadap Perda SIUP tidak akan berhasil optimal. Dengan kata lain, fungsi 
lembaga penegak hukum yang lemah menyebabkan proses penerbitan SIUP 
menjadi terganjal.  
Lemahnya fungsi lembaga penegak hukum Perda disebabkan oleh dua 
faktor yaitu faktor aparat penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana 
penunjang berfungsinya lembaga penegak hukum ( Sanusi Has ). 
a. Faktor aparat penegak hukum 
Faktor aparat penegak hukum sangat peting peranannya karena merekalah 
yang ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan 
terhadap para pelanggaran Perda SIUP. Aparat penegak hukum yang tidak 
profesional menyebabkan penegakan hukum tidak mencapai sasaran. Beberapa 
tindakan yang kurang mencerminkan kurangnya profesionaslisme aparat penerap 
sanksi antara lain : 
¾ Kelambanan dalam penjatuhan sanksi 
Kelambanan dalam penjatuhan sanksi mengakibatkan efektifitas sanksi 
menjadi lemah. Selain itu juga dapat berakibat masyarakat menjadi tidak 
percaya sehingga wibawa perda SIUP maupun Pemerintah Kota Surakarta 
sebagai penegaknya mengalami kemerosotan. Beberapa indikator yang 
menunjukkan kelambanan lembaga penerap sanksi dalam menjatuhkan 
hukuman disiplin kepada para Pelangar Perda dapat dilihat dari maraknya 
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¾ Penjatuhan sanksi yang tidak setimpal 
Sebagaimana diketahui bahwa terhadap setiap bentuk pelanggaran akan 
dikenakan sanksi oleh Pemerintah Kota Surakarta sebagai pejabat yang 
berwenang menghukum agar menjadi jera. Dalam hal ini bila perlu 
digunakan teori penghukuman secara absolut yaitu membuat jera pelaku. 
Dalam rangka menegakkan Perda SIUP maka ketentuan itu sendiri harus 
benar-benar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah 
Kota Surakarta selaku pejabat yang berwenang.  
Tidak melaksanakan ketentuan itu, sama halnya dengan tidak berbuat apa-
apa terhadap pelanggaran yang telah terjadi, sama pula halnya artinya telah 
membiarkan berlangsungnya pelanggaran. Membiarkan berlangsungnya 
pelanggaran adalah juga tidak berdisiplin. Hal ini menjadi faktor penyebab 
menurunnya disiplin masyarakat dalam memohon SIUP. 
b. Lembaga pengawasan 
Aparat pengawas yang kurang profesional menjadi kendala berfungsinya 
lembaga Penegak Hukum Perda dalam mendukung terwujudnya Penerbitan SIUP 
guna kesejahteraan masyarakat. Padahal Semua pihak dewasa ini bertekad untuk 
menyempurnakan dan lebih mendayagunakan aparatur pemerintah dan aparatur 
pembangunan guna menciptakan aparatur yang bersih, berwibawa, dan 
berkemampuan “good local governance”. 
Semua pihak juga bertekad untuk lebih meningkatkan secara lebih terpadu 
pengawasan dan langkah-langkah penindakannya. Hal ini mengandung pengertian 
bahwa masih terdapat aparatur yang kurang berwibawa, dan kurang 
berkemampuan serta belum terpadunya pengawasan serta belum nyatanya 
langkah-langkah penindakannya. Setiap pimpinan semua satuan organisasi 
pemerintah, merupakan aparatur negara, abdi negara yang bertindak sebagai 
aparatur fungsional pengawasan, sedang di lain pihak (selebihnya) terdapat 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), aparatur negara, abdi negara sebagai kelompok 
aparat yang diawasi. Meskipun demikian pada hakikatnya semua PNS merupakan 
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diri, mengawasi diri ke arah pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
umumnya dan peraturan daerah tentang SIUP pada Khususnya.  
Sebagai aparat fungsional pengawasan, sebagai atasan yang masingmasing 
mempunyai bawahan, maka pertama-tama harus memahami Perda yang akan 
ditegakkan. Sebagai atasan langsung harus mengetahui hal-hal apa yang menurut 
peraturan perundang-undangan di larang dan hal apa saja yang wajib dilakukan. 
Lemahnya pengawasan juga disebabkan karena selama ini fungsi pengawasan 
melekat belum dipergunakan secara optimal oleh atasan untuk mengetahui 
sejauhmana tingkat kinerja bawahannya. Ketidakprofesionalan aparat penegak 
Perda SIUP seperti diuraikan di atas tidak terlepas dari berbagai faktor-faktor 
yang mempengaruhinya. Seperti yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa 
“dalam menjalankan peranannya, aparat penegak hukum terlibat dalam suatu 
proses diskresi oleh karena dia harus menyerasikan antara penerapan hukum 
secara konsekuen dengan faktor-faktor manusiawi” yang meliputi (tiga), yakni : 
raw input, yaitu latar belakang keluarga dan pendidikan; intrumental input, yang 
merupakan pengaruh lembaga di mana dia bekerja serta environmental input, 
yakni pengaruh masyarakat luas. 
c. Pengaruh lembaga di mana aparat penegak hukum bekerja. 
Sebagaimana diketahui lembaga di Indonesia saat ini telah dikotori dengan 
berbagai perilaku yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai hukum universal 
yang dianut oleh masyarakt, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan 
wewenang dan sebagainya. Dan di antara lembaga-lembaga tersebut yang 
disinyalir menjadi sarangnya adalah aparat.Kondisi demikian telah mengakar 
bahkan seolah-olah menjadi budaya yang sistematik. Dengan demikian wajar 
apabila sebagian besar aparat Pemerintah Kota Surakarta, termasuk aparat yang 
berwenang memberikan SIUP, juga terkena imbasnya. 
Pengaruh lembaga yang membawa dampak negatif pada sikap aparat 
pemerintah Kota Surakarta juga bisa diakibatkan dari : 
a. kurangnya pelayanan terhadap tuntutan hak-hak PNS terutama mengenai 
gaji  yang layak. Dengan gaji dan tunjangan yang tidak seimbang dengan 
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tugas lain seperti pada umumnya yang dilakukan oleh Pegawai Negeri 
Sipil. Hal ini akan mendorong mereka melakukan praktek-praktek yang 
tidak disiplin seperti dengan melakukan pungutan liar dalam permohonan 
SIUP.  
b. Pengelolaan manajemen administrasi di lingkungan lembaga yang 
bersangkutan juga sangat berpengaruh pada kinerja setiap petugas. 
c. Pengaruh masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat PNS pada 
khususnya. 
Masih adanya keengganan dari masyarakat luas yang enggan atau tidak 
berani memberikan laporan atau keterangan tentang adanya indikasi 
penyimpangan (misalnya Pungli) seorang atau beberapa oknum PNS akan 
mengakibatkan pelaksanaan penerbitan SIUP menjadi terhambat. Begitu pula di 
lingkungan PNS masih terdapat kecenderungan untuk tidak melaporkan kepada 
pihak yang berwenang tentang adanya tindakan penyimpangan prosedur yang 
dilakukan oleh teman sejawatnya karena oknum PNS yang akan dilaporkan 
tersebut pangkatnya lebih tinggi atau telah mengancam/menerornya. 
Selain dari faktor-faktor mentalitas/profesionalisme aparat di atas yang 
lebih kualitatif, faktor ketersediaan Sumber daya manusia, khususnya yang 
mengerti dan memahami hakekat dan prosedur penerbitan SIUP juga masih sangat 
terbatas (faktor kuantitatif aparat penegak hukum) sehingga banyak permohonan 
SIUP yang tidak dapat ditangani dengan cepat dan tepat. 
 
3). Faktor sarana dan prasarana penunjang. 
Agar fungsi Pemerintah Daerah Kota Surakarta dapat lebih optimal dalam 
memberikan pelayanan penerbitan SIUP maka berbagai macam sarana dan 
prasarana penunjangnya harus tersedia dengan baik dan layak, khususnya sarana 
dan prasarana administratif seperti buku Panduan, komputer, dan lain-lain masih 
terbatas. Sehingga dalam melakukan suatu pelayanan sering mengalami hambatan. 
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Ada kalangan-kalangan tertentu yang berpendapat bahwa salah satu upaya 
penting untuk mengusahakan agar hukum itu efektif (jadi mempunyai dampak 
hukum positif), adalah dengan menetapkan sanksi. Sanksi tersebut sebenaranya 
merupakan suatu rangsangan untuk berbuat atau tidak berbuat. Kadang-kadang 
sanksi dirumuskan sebagai suatu persetujuan atau penolakan terhadap pola 
perilaku tertentu dalam masyarakat.  
Dengan demikian maka terdapat sanksi yang negatif dan sanksi yang 
positif. Secara sempit sanksi negatif berarti suatu hukuman, sedangkan sanksi 
yang positif merupakan imbalan (sebagai akibat kepatuhan hukum tertentu). Di 
dalam kenyataannya tidaklah terlalu mudah untuk menetapkan bahwa hukum 
tertentu pasti akan efektif apabila disertai dengan sanksi-sanksi (baik yang positif 
maupun yang negatif). Akan tetapi faktor utama yang perlu diperhatikan untuk 
menentukan apakah sanksi tersebut berperan di dalam mengefektifkan hukum 
adalah masalah karakteristik dari sanksi itu sendiri. Bagaimanakah sanksi itu : 
apakah sanksinya berupa sanksi berat atau ringan-ringan saja. Hal yang berkaitan 
erat dengan itu ialah persepsi warga masyarakat di dalam menanggung resiko, 
terutama kalau melanggar suatu peraturan yang disertai dengan suatu sanksi yang 
negatif. Kalau seseorang warga masyarakat berani menanggung risiko, walaupun 
sifatnya spekulatif maka akan dapat diduga bahwa sanksi yang negatif tersebut 
sangat terbatas akibat-akibatnya. 
Masalah tersebut berhubungan erat dengan jangka waktu penerapan sanksi 
negatif tersebut. Kalau sanksi tersebut segera dijatuhkan maka ada kemungkinan 
bahwa akibatnya akan jauh lebih efektif dari pada apabila pelaksanaannya ditunda. 
Kelambanan dalam menerapkan sanksi negatif terhadap perilaku tertentu 
merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sanksi menjadi tidak efektif. 
Artinya, warga masyarakat seolah-olah tidak mempercayainya lagi, sehingga 
wibawa hukum dan penegakannya akan mengalami kemerosotan (Soerjono 
Soekanto). 
Efektifitas sanksi juga tergantung pada karakteristik orang-orang yang 
terkena oleh sanksi tersebut. Hal itu antara lain menyangkut jumlah orang yang 
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efektifitasnya. Selain dari itu, maka hal itu juga tergantung pada kepribadian 
masing-masing. Ada manusia tertentu semata-mata untuk memuaskan perasaan 
saja. Agaknya sulit sekali mempengaruhi tingkah lakunya dengan sanksi-sanksi, 
yang pada umumnya akan dapat membatasi perilaku orang yang lebih banyak 
mempergunakan pikirannya. 
Dalam kaitannya dengan upaya menciptakan efektifitas penerbitan SIUP 
oleh KPPT di Kota Surakarta, Perda SIUP Kota Surakarta telah mengatur 
beberapa tingkat dan jenis sanksi. Apabila dilihat dari sifatnya sanksi-sanksi yang 
diatur dalam Perda SIUP adalah sanksi-sanksi yang negatif berupa ”Denda” 
Namun dari segi efektifitasnya ternyata sanksi-sanksi tersebut belum membuat 
jera para pelaku pelanggar disiplin atau dengan kata lain sanksi berupa denda 
belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor(Soerjono Soekanto,) yaitu : 
¾ Penerapan sanksi berupa denda terhadap pelaku pelanggaran Perda SIUP 
cenderung lamban dan kurang tegas. 
Kelambanan dalam penjatuhan denda mengakibatkan efektifitas sanksi 
menjadi lemah. Selain itu juga dapat berakibat masyarakat menjadi tidak 
percaya sehingga wibawa hukum maupun penegaknya mengalami 
kemerosotan yang dapat memunculkan kecenderungan masyarakat untuk 
melakukan berbagai bentuk pelanggaran Perda SIUP untuk mencoba 
apakah denda tersebut benar dikenakan atau malah lepas. 
¾ Penjatuhan denda yang tidak setimpal. 
Sebagaimana diketahui bahwa terhadap setiap bentuk pelanggaran akan 
dikenakan hukuman disiplin oleh pemerintah. Dalam rangka menegakkan 
disiplin masyarakat maka ketentuan itu sendiri harus benar-benar dapat 
dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah yang berwenang. 
Tidak melaksanakan ketentuan itu, sama halnya dengan tidak berbuat apa-
apa terhadap pelanggaran yang telah terjadi, sama pula halnya artinya telah 
membiarkan berlangsungnya pelanggaran perda SIUP. Membiarkan 
berlangsungnya pelanggaran adalah juga tidak berdisiplin. Hal ini menjadi 
faktor penyebab menurunnya disiplin masyarakat dalam mengajukan 
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Pengenaan hukuman denda haruslah benar atau setimpal dengan bentuk 
pelanggarannya, agar supaya dirasakan adil dan dirasakan sebagai bentuk 
pembinaan dan mendidik. Maklum setiap manusia mempunyai kelemahan, 
kekurangan, kekhilafan sebagai bagian yang negatif di dalam dirinya. Dengan 
pernyataan hukuman yang setimpal akan menghilangkan kesan semena-mena, 
sewenang-wenang dan sesuai dengan tujuan diadakannya pengenaan denda 
kepada masyarakat Pelanggar Perda SIUP akan terasa “mendidik” bila tepat dan 
cepat dijatuhkan dan tepat hukumannya. 
Penjatuhan sanksi yang tidak setimpal juga dapat membuat masyarakat 
pelaku pelanggaran Perda SIUP menjadi tidak merasa jera. Kondisi demikian juga 
akan mendorong munculnya pelanggar-pelanggar baru karena mereka 
menganggap hukuman sanksi yang dikenakan masih belum seberapa misalnya 
dengan nilai keuntungan yang mereka dapatkan. Selain itu, dengan denda yang 
tidak setimpal akan menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang merasa 
dirugikan. 
 
4). Faktor Kurangnya Taraf Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat  
      Kota  Surakarta berkaitan dengan permohonan SIUP. 
a). Kurangnya Taraf Kesadaran Hukum dalam permohonan SIUP.  
Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam 
diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. 
Kesadaran hukum merupakan wadah jalinan nilai hukum yang mengendap dalam 
sanubari manusia(Soerjono Soekanto). Kesadaran hukum sebagai suatu wadah 
nilai mempunyai hubungan yang erat dengan perikelakukan manusia. 
Sikap ini kemudian menghasilkan perikelakuan yang kemudian menjadi 
pola perikelakuan yang apabila diabstraksikan menjadi norma atau kaidah yang 
merupakan patokan tentang perikelakukan yang pantas. Norma kemudian 
mengatur interaksi antar manusia. 
Taraf  kesadaran hukum dapat dilihat dari beberapa indikator,  yaitu: 
a. Pengetahuan tentang hukum; 
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c. Sikap terhadap hukum; 
d. Perilaku hukum. 
Pengetahuan tentang hukum diartikan sebagai keadaan di dalam pikiran 
seseorang mengenai hukum-hukum tertentu. Orang yang hanya mengetahui 
hukum, taraf kesadaran hukumnya paling rendah. Sedangkan orang yang sudah 
memahami hukum taraf kesadarannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang 
disebutkan pertama. Dan begitu seterusnya.  
Sebab-sebab taraf kesadaran hukum masyarakat rendah dapat 
dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut : 
a. Taraf sinkronisasi yang rendah dari peraturan perundang-undangan seperti 
berupa Perda SIUP mengatur tentang sanksi hukum yang pasti. 
b. Mentalitas yang kurang baik dari masyarakat oleh karena sikap tindaknya 
yang impulsif dan emosional yang didasarkan pada didasarkan pada 
kekayaan materiil, kekuasaan, kedudukan, ketenaran. 
c. Fasilitas pendukung proses hukum yang relatif tidak memadai; seperti 
kurangnya kuatnya sanksi Perda IMB yang dikenakan, belum 
dioptimalkannya peralatan teknologi informasi dan komunikasi seperti  
komputer, internet, dan intranet untuk memudahkan pengelolaan 
adaministrasi penerbitan SIUP; 
d. Lebih mementingkan kelaziman dari pada kebenaran. 
 
b). Taraf Kepatuhan Hukum Masyarakat 
Kepatuhan hukum merupakan suatu bentuk perilaku hukum hasil 
manifestasi kesadaran hukum. Adapun taraf kepatuhan hukum adalah relatif, 
karena seorang patuh bisa disebabkan karena : 
a. Rasa takut pada sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum; 
b. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan  
    lingkungan; 
c. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa; 
d. Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut; atau 
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    oleh hukum. 
 
E. Upaya-Upaya Solusi Mengoptimalkan Penerbitan SIUP oleh KPPT di 
     Kota Surakarta 
1). Peningkatan pengawasan sebagai instrumen kendali disiplin  
     Aparat Pelayanan Penerbitan SIUP Kota Surakarta. 
Instrumen kendali disiplin Pegawai adalah sarana lain di samping 
peraturan perundang-undangan, sebagai sarana yang nyata dalam bentuk catatan, 
laporan prestasi kerja, daftar absensi, dan sebagainya termasuk daftar pekerjaan 
yang sudah dan belum selesai dikerjakan (sebagai contoh : pekerjaan pelayanan 
permohonan SIUP) yang sesungguhnya dapat dijadikan alat bantu oleh setiap 
atasan dan atau pejabat yang berwenang untuk setiap saat digunakan untuk 
mengetahui kedisiplinan pegawai (bawahannya). Apabila instrumen tersebut 
diterapkan dan dipergunakan oleh para pejabat atasan untuk mengetahui sikap 
atau tingkah laku, akan berguna bagi atasan untuk mengetahui hasil kerja atau 
presatasi anak buahnya.  
Apabila instrumen ini digunakan maka perjabat atasan memang 
seharusnya diwajibkan melaksanakan pengawasan melekat mempunyai alat bantu 
yang akan mempermudah baginya dalam hendak melaksanakan tindakan terhadap 
anak buahnya. 
Sebagaimana diketahui tak mungkin bagai para atasan untuk merekam 
semua tingkah laku dari semua anak buahnya, secara terus menerus, selama ia 
menjadi pimpinan. 
2). Penerapan pola pembinaan yang tepat dalam mrningkatkan 
     kualitas pelayanan SIUP kepada Masyarakat. 
 Mengulur-ulur waktu kerja adalah pelanggaran. Pelanggaran memang 
harus ditindak. Membiarkan terjadinya pelanggaran adalah juga merupakan 
pelanggaran. Namun adalah sangat bijaksana apabila penindakan yang dilakukan 
haruslah memperhatikan hal-hal berikut : 
a. dilakukan secara objektif, mempertimbangkan motivasi pelanggaran  
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b. harus dapat menunjukkan kesalahan dan kekeliruan atau kekhilafan  
    yang telah diperbuat; 
c. harus dapat menunjukkan ketentuan yang berlaku yang telah dilanggar; 
d. hukuman yang dikenakan harus setimpal dengan kesalahan yang  
    diperbuat sehingga dirasakan adil; 
e. teknik pendisiplinan tidak merendahkan martabat seseorang di mata  
    Pegawai-pegawai lainnya; 
 f. tindakan disiplin haruslah bersifat mendidik dan untuk memperbaiki; 
 g. tindakan disiplin dilakukan dalam suasana yang tidak emosional. 
Lebih lanjut arti manusiawi secara ringkas menurut penulis dapat dicapai 
apabila usaha pendisiplinan tersebut di samping menggunakan akal pikiran juga 
harus memperhatikan perasaan. Hanya saja dalam hal ini harus tetap terjadi 
keseimbangan, jangan sampai perasaan terlampau menguasai, sebab bilamana hal 
ini terjadi akan terlampau emosional, dan penindakan menjadi lemah. 
Menyadari pelanggar disiplin adalah PNS maka dituntut kemahiran teknik 
pemeriksaan. Bagaimana dengan kemahiran Pemeriksa permasalahan pelanggaran 
terungkap, dengan tutur bahasa yang enak, kata-kata yang lemah lembut. 
Pemeriksaan dengan kekerasan merupakan upaya yang sia-sia. Hal ini juga 
menunjukkan ketidakmahiran si pemeriksa di samping menunjukkan pula 
rendahnya martabat si pemeriksa itu sendiri. 
3). Keteladanan Pimpinan dalam menyegerakan melayani pemohon SIUP. 
 Kedisiplinan merupakan hal yang sangat mutlak bagi kehidupan PNS. Hal 
tersebut dikarenakan PNS sebagai pemerintah yang wajib dijadikan panutan bagi 
masyarakat luas, artinya bahwa pemerintah sebagai pemimpin masyarakat dalam 
menjalani kehidupan bernegara.  
Terlebih bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang 
menangani penerbitan SIUP hal itu sangat penting, keteladanan pimpinan dalam 
melakukan supervisi dan menyelesaikan semua pekerjaan dibidangnya akan 
memacu anak buah untuk segera  mengerjakan pekerjaannya, termasuk 
diantaranya adalah memberikan SIUP bagi masyarakat Surakarta. Terciptanya 
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Pemimpin yang dapat memberikan contoh bedisiplin sehari-hari tidak dapat 
dijadikan sebagai suri tauladan bagi bawahannya. Pemimpin adalah pangkal 
utama dan pertama penyebab daripada kegiatan, proses atau kesediaan untuk 
merubah pandangan atau sikap (mental, fisik) daripada kelompok orang-orang 
baik dalam organisasi formal maupun informal. 
Dalam konteks good local governance, untuk mewujudkan pelayanan 
publik yang baik, selain didasarkan pada kriteria atau unsur-unsur kepemerintahan 
daerah yang baik, diperlukan kebijakan pemerintahan dalam bentuk berbagai 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan operasionalnya. Oleh karena itu, 
aspek hukum dan peraturan perundang-undangan menjadi dasar pendekatan utama 
di dalam pelayanan publik. Pemerintahan daerah pada dasarnya mempunyai dua 
peran, yaitu sebagai lembaga penyedia pelayanan dan sebagai institusi politik, 
pelaksanaan kedua peran tersebut harus terintegrasi. Dalam memberikan 
pelayanan publik, Pemerintahan Daerah harus mengetahui dan memahami 
kebutuhan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat pemilihnya. Penyediaan 
pelayanan, disesuaikan dengan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah 
daerah atau pemerintah, artinya penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada 
aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Daerah 
atau Pemerintah. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan dari pemerintah daerah tersebut, menunjukan arah kebijakan pelayanan 
publik adalah untuk mewujudkan tata kepemerintahan daerah yang baik (good 
local governance). Diharapkan dengan kinerja manajemen pelayanan yang baik, 
dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kualitas layanan. Disamping itu, 
dapat memperbaiki citra pelayanan publik yang buruk, memperkuat daya saing 
daerah, mendorong peningkatan investasi dan pengembangan perekonomian 
daerah, serta menciptakan efisiensi dan efektfitas pelayanan umum. Sehingga 
pada gilirannya mampu mewujudkan kepemerintahan daerah yang baik dan 
dipercaya oleh masyarakat. Memperhatikan kondisi tersebut diatas, dengan 
semangat reformasi dan upaya melaksanakan tata kepemerintahan daerah yang 
baik (good local governance), serta untuk menggerakkan kembali semangat 
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perizinan, pemerintah daerah memperbaharui kebijakan di bidang pelayanan 
umum. 
Dengan demikian dalam membahas pelayanan publik, seharusnya kita 
terlebih dahulu mengetahui dan memahami landasan hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk 
memberikan tambahan pengetahuan, ada beberapa teori yang menjelaskan peran 
pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan publik dan sebagai lembaga politik. 
Penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah harus berdasarkan peraturan 
perundang-undangan.  
Diantaranya dikemukakan pendapat seorang pakar, yaitu; Steve Leach dkk, 
dalam bukunyaThe Changing Organization And Management Of Local 
Government, hal 4, menyatakan “ The most fundamental of these key differences 
is that the local authority is not merely a provider of goods services, it is also both 
a governmental and a political institution, constituted by local election”  
“Local authorities are not only providers of services; they are also political 
institutions for local choice and local voice.The key issue for management of local 
government is how to achieve an organization that not merely carries out one role 
but carries out both roles , not separately but in interaction”. As a services 
provider the organization of local authority aims to meet the demands, needs or 
aspirations of those for whom the service is provided. But the service has to be 
provided in accordance with public policy as determined by the local authority or 
defined by national legislation. 
Dalam perkembangannya, sebagian besar UPT/UPTSA/Unit Pelayanan 
Satu Pintu di daerah, mati suri dan bahkan tidak berfungsi, atau berubah kembali 
ke kegiatan pelayanan tradisional yang secara fungsional dilaksanakan oleh 
masing Dinas/Instansi yang membidangi pelayanan perizinan dan non perizinan. 
Kondisi tersebut disebabkan antara lain: memudarnya komitmen top pimpinan 
dan jajarannya, kurangnya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk 
mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, dan kuatnya ego atau kepentingan unit 
organisasi tertentu untuk mempertahankan kewenangan pemberian izin. Disisi lain, 
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biaya operasional dan sarana pendukung yang tidak memadai, menjadi faktor 
penyebab lembaga pelayanan terpadu dibeberapa daerah tidak berfungsi optimal. 
Memperhatikan kondisi tersebut diatas, dengan semangat reformasi dan 
upaya melaksanakan kepemerintahan daerah yang baik (good local governance), 
serta untuk mengerakkan kembali semangat memperbaiki dan meningkatkan 
kinerja pelayanan umum, khususnya pelayanan perizinan, pemerintah 
memperbaharui kebijakan di bidang pelayanan umum, dengan mengeluarkan 
berbagai peraturan perundangan dan pedoman antara lain: 
1) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 
Korupsi.  
2) Keputusan MENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 
3) Keputusan MENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum 
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Instansi Pelayanan Pemerintah;  
4) Keputusan MENPAN Nomor KEP/26/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis 
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaran Pelayanan Publik; 
5) Peraturan MENPAN Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 
6) Peraturan MENDAGRI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
Hingga saat ini, pelayanan publik tampak belum maksimal. Kondisi iklim 
investasi saat ini sangat tidak memuaskan, sebagai akibat tidak jelasnya dan 
rendahnya kualitas pelayanan yang ditawarkan oleh institusi-institusi 
pemerintahan. Bahkan muncul berbagai permasalahan; masih terjadinya 
diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan, birokrasi yang terkesan 
berbelit-belit serta rendahnya tingkat kepuasan masyarakat. Faktor-faktor 
penyebab buruknya pelayanan publik selama ini antara lain: 
a. Kebijakan dan keputusan yang cenderung menguntungkan para elit politik 
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b. Kelembagaan yang dibangun selalu menekankan sekedar teknis-mekanis 
saja dan bukan pedekatan pe-martabat-an kemanusiaan.  
c. Kecenderungan masyarakat yang mempertahankan sikap nrima (pasrah) 
apa adanya yang telah diberikan oleh pemerintah sehingga berdampak 
pada sikap kritis masyarakat yang tumpul.  
d. Adanya sikap-sikap pemerintah yang berkecenderungan mengedepankan 
informality birokrasi dan mengalahkan proses formalnya dengan asas 
mendapatkan keuntungan pribadi. 
Salah satu faktor penyebab utama dari keterpurukan sektor perekonomian 
adalah masih kuatnya prilaku koruptif di dalam berbagai aspek kehidupan, 
terutama di sektor birokrasi dengan salah satu fokus utamanya di sektor pelayanan 
publik. Konsekuensinya, timbullah biaya ekonomi tinggi yang berdampak kepada 
rendahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara berkembang lainnya dalam 
menarik investasi dan dalam memasarkan komoditinya baik di dalam negeri 
maupun ke luar negeri. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat, 
yang kemudian bermuara pada stagnannya proses peningkatan kesejahteraan 
rakyat. 
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
Pelayanan Publik 
Pelayanan Umum menurut Lembaga Administrasi Negara diartikan: 
“Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh 
Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD 
dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan 
masyarakat maupun dalam rangkat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan”. 
Departemen Dalam Negeri (Pengembangan Kelembagaan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu) menyebutkan bahwa; “Pelayanan Publik adalah Pelayanan 
Umum”, dan mendefinisikan “Pelayanan Umumadalah suatu proses bantuan 
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hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan 
menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa”.  
Black mendefinisikan Pelayanan Publik sebagai berikut “Something in 
which the public, the community at large, has some pecuniary interest, or some 
interest by which their legalrights or liabilities are affected. It does not mean 
anything so narrow as mere, or as the interest of particular localities”. 
Sedangkan Davit Mc Kevitt; dalam bukunya Managing Core Public Services 
(1998), membahas secara spesifik mengenai inti pelayanan publik yang menjadi 
tugas pemerintah dan pemerintah daerah, menyatakan bahwa “Core Public 
Services my be defined as those sevices which are important for the protection 
and promotion of citizen well-being, but are in areas where the market is 
incapable of reaching or even approaching a socially optimal state; heatlh, 
education, welfare and security provide the most obvious best know example”.  
Dari beberapa pengertian pelayanan dan pelayanan publik yang diuraikan 
tersebut, dalam kontek pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan 
sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat 
dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai 
dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk 
memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.  
Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu 
unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu 
Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu 
orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, 
adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan 
(pelanggan). 
Unsur pertama menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi kuat 
sebagai (regulator) dan sebagaipemegang monopoli layanan, dan menjadikan 
Pemda bersikap statis dalam memberikan layanan, karena layanannya memang 
dibutuhkan atau diperlukan oleh orang atau masyarakat atau organisasi yang 
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buruknya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah, karena akan sulit 
untuk memilah antara kepentingan menjalankan fungsi regulator dan 
melaksanakan fungsi meningkatkan pelayanan.  
Unsur kedua, adalah orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau 
memerlukan layanan (penerima layanan), pada dasarnya tidak memiliki daya 
tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan, sehingga tidak 
memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Posisi inilah yang 
mendorong terjadinya komunikasi dua arah untuk melakukan KKN dan 
memperburuk citra pelayanan dengan mewabahnya Pungli, dan ironisnya 
dianggap saling menguntungkan.  
Unsur ketiga, adalah kepuasan pelanggan menerima pelayanan, unsur kepuasan 
pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (Pemerintah), untuk 
menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorienntasi untuk 
memuaskan pelanggan, dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan 
meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan daerah.  
Paradigma kebijakan publik di era otonomi daerah yang berorientasi pada 
kepuasan pelanggan, memberikan arah untuk dilakukannya perubahan pola pikir 
aparatur pemerintah daerah, di dalam menyikapi perubahan dan/atau pergeseran 
paridgma penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih berorientasi 
pelayanan. Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semula 
didasarkan pada paradigma rule government yang mengedepankan prosedur, 
berubah dan/atau bergeser menjadi paradigma good governance yang 
mengedepankan kebersamaan, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kesetaraan 
dan kepastian hukum.  
Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli 
pelayanan publik, sebagai regulator (rule government) harus mengubah pola pikir 
dan kinerja penyelenggaranya, disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi 
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masyarakat. Untuk terwujudnya good governance, dalam menjalankan pelayanan 
publik, Pemerintah Daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga 
dan masyarakat, mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip 
kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan kepastian hukum. 
Konsepsi Pelayanan Publik 
Konsepsi pelayanan publik, berhubungan dengan bagaimana 
meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dan/atau pemerintahan 
daerah menjalankan fungsi pelayanan, dalam kontek pendekatan ekonomi, 
menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat. Kebutuhan 
pokok masyarakat akan terus berkembang seiring dengan tingkat perkembangan 
sosio-ekonomi masyarakat. Artinya, pada tingkat perkembangan tertentu, sesuatu 
jenis barang dan jasa yang sebelumnya dianggap sebagai barang mewah, dan 
terbatas kepemilikannya atau tidak menjadi kebutuhan pokok, dapat berubah 
menjadi barang pokok yang diperlukan bagi sebagian besar masyarakat.  
Dengan demikian, perubahan dan perkembangan konsep kebutuhan pokok 
masyarakat, terkait erat dengan tingkat perkembangan sosial-ekonomi masyarakat 
yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, serta perubahan 
politik.  
Hasil pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi erat kaitannya dengan 
partisipasi masyarakat yang mendorong perhumbuhan tersebut, dan harus 
didistribusikan dan dialokasikan secara adil dan merata kepada setiap anggota 
masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Pengaturan distribusi dan alokasi 
tersebut, sesuai dengan fungsinya dijalankan oleh birokrasi lembaga-lembaga 
pemerintahan dan /atau pemerintahan daerah, sebagai wujud dari fungsi pelayanan 
berdasarkan kepentingan publik yang dilayani.  
Penyediaan pelayanan dasar (core public services) dalam kontek 
pendekatan sosial, berhubungan dengan penyediaan pelayanan dibidang 













































commit to user 
tidak memberikan keuntungan finansial atau PAD kepada Daerah, dan bahkan 
membutuhkan biaya dalam jumlah yang besar untuk menyediakan pelayanan 
pendidikan dan kesehatan. Penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan harus 
dilihat sebagai investasi jangka panjang yang harus disikapi secara bijak dengan 
pandangan dan pemikiran jauh kedepan, karena hasilnya baru akan dinikmati oleh 
masyarakat dan pemerintah/pemerintah daerah dimas mendatang. Kebijakan 
penyediaan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, pada hakekatnya 
menjadi tugas dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, untuk 
mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
Secara teoritik, Birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu; 
fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemerintahan umum. 
a. Fungsi pelayanan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang 
berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya, memberikan 
pelayanan (service) langsung kepada masyarakat.  
b. Fungsi pembangunan, berhubungan dengan unit oganisasi pemerintahan yang 
menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan. Fungsi 
pokoknya adalah development function dan adaptive function.  
c. Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan 
organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum 
(regulasi), temasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan 
ketertiban. Fungsinya lebih dekat pada fungsi pengaturan (regulation function). 
Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukan bahwa 
pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya 
sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkanpublic good, seperti jalan, 
jembatan, pasar dan lain-lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan 
perundang-undanganatau kebijakan (fungsi regulasi), yang harus dipatuhi oleh 













































commit to user 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
Penyelengaraan pelayanan publik, dilakukan oleh penyelenggara 
pelayanan publik, yaitu; penyelenggara Negara/pemerintah, penyelenggara 
perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh 
pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang 
bekerjasama dan/atau dikontrak untuk melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi 
pelayanan publik. Dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu disediakan oleh 
pemerintah/ pemerintah daerah.  
Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
Sepuluh Prinsip pelayanan umum diatur dalam Keputusan Menteri Negara 
Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang 
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut 
adalah sebagai berikut; Kesederhanaan; Kejelasan ;Kepastian waktu; Keamanan; 
Tanggung jawab; Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan 
pendukung; Kemudahan Akses; Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan; 
Kenyamanan. 
Standar Pelayanan Publik 
a. Setiap Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 
pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam 
pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam 
proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran 
yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai 
pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara 













































commit to user 
pengajuan permohonan, serta sebagai alat control masyarakat dan/atau 
penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan.  
Oleh karena itu perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai 
dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan, serta 
memperhatikan kebutuhan dan kondisi lingkungan.  
Dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan masyarakat dan/atau 
stakeholder lainnya (termasuk aparat birokrasi) untuk mendapatkan saran dan 
masukan, membangun kepedulian dan komitmen meningkatkan kualitas 
pelayanan. 
 
b. Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri PAN nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang-kurangnya meliputi: 
1) Prosedur pelayanan; 
2) Waktu Penyelesaian; 
3) Biaya Pelayanan; 
4) Produk Pelayanan; 
5) Sarana dan Prasarana; 
6) Kompetensi petugas pelayanan; 
Selanjutnya untuk melengkapi standar pelayanan tersebut diatas, 
ditambahkan materi muatan yang dikutip dari rancangan Undang-Undang tentang 
Pelayanan Publik, karena dianggap cukup realistis untuk menjadi materi muatan 
Standar Pelayanan Publik, sehingga susunannya menjadi sebagai berikut;  
a. Dasar Hukum 
b. Persyaratan; 
c. Prosedur pelayanan; 
d. Waktu Penyelesaian; 
e. Biaya Pelayanan; 
f. Produk Pelayanan; 
g. Sarana dan Prasarana; 













































commit to user 
i. Pengawasan intern; 
j. Pengawasan extern; 
k. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan; 
l. Jaminan pelayanan. 
Tambahan materi muatan standar pelayanan publik tersebut diatas 
dimaksudkan untuk melengkapi, pertimbangannya cukup realiistis dengan 
memasukan materi muatan dasar hukum dapat memberikan kepastian adanya 
jaminan hukum/legalitas standar pelayanan tersebut. Disamping itu, persyaratan, 
pengawasan, penanganan pengaduan dan jaminan pelayanan bagi pelanggan perlu 
dijadikan materi muatan standar pelayanan publik.  
Penyusunan standar pelayanan publik harus disusun dengan baik dan tidak 
rumit, untuk itu harus mempertimbangkan aspek; kemampuan, kelembagaan dan 
aparat penyelenggara pelayanan, serta potensi daerah dan karakteristik sosial 
budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, standar pelayanan publik yang 
ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik, terutama oleh para pelaksana 
operasional pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, serta 
mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat/stakeholder. 
Dalam pembahasan, perumusan dan penyusunan standar pelayanan 
seharusnya melibatkan aparat yang terkait dengan pelayanan, untuk tujuan 
membangun komitmen bersama tercapainya tujuan yang ditetapkan dalam visi, 
misi organisasi. Tidak kalah pentingnya dalam proses perumusan dan 
pembahasannya, melibatkan masyarakat/stakeholder, dan dilakukan tidak bersifat 
formalitas. 
Perlu ada kebijakan pemerintah yang terintegrasi yang terkait dengan 
kebijakan industri dan perdagangan, kebijakan moneter dan fiskal, serta kebijakan 
sumber daya manusia dan penyediaan infrastruktur. Belajar dari masa lalu telah 
terbukti bahwa bad governance menyebabkan krisis ekonomi yang 
berkepanjangan yang sampai sekarang dampak negatifnya masih kita rasakan. 
Penerapan good governance sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis 
dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, 













































commit to user 
Keinginan mewujudkan good governance sering diungkapkan baik oleh 
para pejabat penyelenggara negara di pusat dan di daerah maupun dunia usaha. 
Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan good governance, serta strategi 
apa yang sebaiknya dilakukan untuk mewujudkannya? 
Pertanyaan di atas mudah namun sulit dijawab, karena sejauh ini konsep 
goodgovernance memiliki arti yang luas. Secara ringkas bisa diartikan sebagai 
rambu untuk menjalankan amanah secara jujur dan adil. Banyak orang 
menjelaskan good governance bergantung pada konteksnya. Dalam konteks 
pemberantasan korupsi, good governance sering diartikan sebagai pemerintahan 
yang bersih dari praktik korupsi. 
Dalam proses demokratisasi, good local governance sering mengilhami 
para aktivis untuk mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik memberikan 
ruang partisipasi bagi pihak di luar pemerintah, sehingga ada pembagian peran 
dan kekuasaan yang seimbang antar negara, masyarakat sipil, dan mekanisme 
pasar. 
Adanya pembagian peran yang seimbang dan saling melengkapi 
antarketiga unsur tersebut, bukan hanya memungkinkan terciptanya checkand 
balance, tetapi juga menghasilkan sinergi antar ketiganya dalam mewujudkan 
kesejahteraan rakyat. 
Secara umum ada beberapa karakteristik yang melekat dalam praktik 
goodlocal governance, yaitu : 
Pertama, praktik good local governance harus memberi ruang kepada 
pihak di luar pemerintah untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan 
adanya sinergi di antara mereka. 
Kedua, dalam praktik good local governance terkandung nilai-nilai yang 
membuat pemerintah maupun swasta dapat lebih efektif bekerja dalam 
mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya 
tanggap menjadi nilai yang penting. 
Ketiga, praktik good local governance adalah praktik pemerintahan yang 
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itu, praktik pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, 
penegakan hukum, dan akuntabilitas publik. 
Menerapkan praktik good local governance dapat dilakukan secara 
bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme 
pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan good local governance di 
Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. 
Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis 
untuk memulai menerapkan good local governance, antara lain: 
Pertama, pelayanan publik selama ini menjadi ranah di mana pemerintah 
berinteraksi dengan masyarakat. Ini berarti jika terjadi perubahan yang signifikan 
pada pelayanan publik, dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara 
langsung oleh masyarakat luas. Keberhasilan mempraktikkan good local 
governance pada pelayanan publik mampu membangkitkan kepercayaan 
masyarakat luas bahwa menerapkan goodlocal governance bukan hanya sebuah 
mitos, tetapi menjadi suatu kenyataan. 
Kedua, pelayanan publik adalah ranah di mana berbagai aspek good 
governance dapat diartikulasikan secara lebih mudah. Nilai-nilai yang selama ini 
mencirikan praktik good local governance seperti efisien, nondiskriminatif, dan 
berkeadilan, berdaya tanggap, dan memiliki akuntabilitas tinggi dapat dengan 
mudah dikembangkan parameternya dalam ranah pelayanan publik. 
Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua pihak, 
pemerintah mewakili negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar, yang 
semuanya memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah ini. 
Dengan memulai perubahan pada bidang yang dapat secara langsung dirasakan 
manfaatnya oleh masyarakat sipil dan para pelaku pasar, upaya melaksanakan 
good local governance akan memperoleh dukungan dari semua pemangku 
kepentingan (stakeholder). Dukungan ini sangat penting dalam menentukan 
keberhasilan karena memasyarakatkan good local governance membutuhkan 
stamina dan daya tahan yang kuat. 














































commit to user 
Pertama, menetapkan dan memasyarakatkan pedoman good local 
governance secara nasional, baik untuk kalangan korporasi maupun publik, yang 
kemudian bisa ditindak lanjuti dengan pedoman sektoral dari masing-masing 
industri atau bidang kegiatan. Pedoman ini merupakan suatu rujukan yang selalu 
mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, dalam kurun waktu tertentu perlu 
dilakukan penyesuaian. 
Kedua, perlu dilakukan penyuluhan, konsultansi, dan pendampingan bagi 
perusahaan maupun kantor pemerintah yang bermaksud untuk 
mengimplementasikan good local governance, dengan melakukan kegiatan 
selfassessment, kemudian memasang rambu-rambu pada tiap perusahaan atau 
instansi pemerintah. 
Ketiga, memperbanyak agen-agen perubah dengan mengembangkan 
semacam sertifikasi bagi direktur dan komisaris pada perusahaan serta bagi 
pejabat publik. 
Upaya membangun industri yang berdaya saing tidaklah mudah untuk kita 
gapai, terlebih jika tidak disertai perbaikan good local governance pada sektor 
pelayanan publik. Dalam bahasa yang berbeda, perbaikan good local governance 
pada sektor pelayanan publik merupakan prasyarat bagi keberhasilan di dalam 
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A. Kesimpulan 
Dari uraian pada bab – bab diatas maka penulis menarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Fungsi Pelayanan Pemerintah Dalam Penerbitan Pemberian SIUP Di Kota 
Surakarta dalam Undang-Undang 
a. Penyelenggaraan fungsi pelayanan pemerintah dalam pemberian SIUP di 
Kota Surakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
pemerintah daerah Kota Surakarta bertugas menyelenggarakan 
pemerintahan dengan menjalankan urusan pemerintahan berdasar undang-
undang yang berlaku. Termasuk diantaranya adalah kewenangan 
memberikan ijin SIUP yang pelaksanaannya harus tunduk pada berbagai 
peraturan perundangan yan berlaku termasuk peraturan daerah Kota 
Surakarta tentang SIUP. Dengan demikian penyelenggaraan penerbitan 
penerbitan SIUP di Kota Surakarta berlandaskan ada peraturan perundang-
undangan terkait. 
b. Penyelenggaraan fungsi pelayanan pemerintah dalam pemberian SIUP di 
Kota Surakarta berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 
Berbicara mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik memang 
menyulitkan mengingat tidak adanya peraturan hukum yang secara 
eksplisit menyatakan tentang penyelenggaraan yang baik.  
Namun juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang 
baik tersebut sebagaiukuran standard penyelenggaraan pemerintah yang baik 
khususnya dalam penerbitan izin SIUP di Kota Surakarta. 
Pelaksanaan pemberian SIUP di Kota Surakarta selalu diusahakan agar 
mendasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik agar tercapai 
kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta. 
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Faktor-Faktor Penyebab Penerbitan Pemberian SIUP oleh Pemerintah Kota 
Surakarta belum efektif : 
a. Faktor Peraturan Perundang-undangan : Lemahnya aspek sosiologis 
dalam Peraturan Daerah Kota Surakartan tentang SIUP karena kurang 
sosialisasi 
b. Faktor Aparat : Petugas pelayanan SIUP dan Satpol PP sebagai lembaga 
penegakan hukum Perda SIUP Belum Berfungsi secara Optimal 
c. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat : Kurangnya taraf kesadaran 
dan kepatuhan hukum masyarakat Kota Surakarta berkaitan dengan 
kesadaran mengajukan permohonan SIUP 
3. Upaya-Upaya Dilakukan untuk Mengoptimalkan Penerbitan Pemberian 
SIUP di Kota Surakarta 
a. Peningkatan pengawasan sebagai instrumen kendali disiplin aparat 
Pelayanan Permohonan SIUP Kota Surakarta 
b. Penerapan pola pembinaan yang tepat dan berdaya guna dengan 
Pendisiplinan yang manusiawi dalam meningkatkan kualitas pelayanan 
permohonan SIUP kepada masyarakat 
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Berdasarkan kesimpulan diatas maka agar Penerbitan Penerbitan SIUP 
berjalan dengan baik penulis memberikan saran sebagai berikut : 
1. Memperbaiki dan melengkapi faktor-faktor yang menjadi kendala 
penebitan SIUP, salah satunya adalah dengan mengefektifkan Peraturan 
Daerah tentang SIUP melalui penerapkan sanksi yang lebih berbobot 
untuk menimbulkan efek jera, 
2. Meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah tentang SIUP guna kesadaran 
hukum masyarakat Kota Surakarta dalam kegiatan membangun bangunan. 
3. Melakukan upaya-upaya dengan peningkatan pengawasan sebagai 
instrumen kendali Pegawai Negeri Sipil; penerapan pola pembinaan yang 
tepat dan berdaya guna dengan pendisiplinan yang manusiawi; serta 
keteladanan para pimpinan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
